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ANGGARAIT PEI{DAPATAN DAIT BELA.ITJA DAERAH TAITUil AITGGARAIT 2023

GT'BERNI'R LAMPT'NG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh
Gubemur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggr, kepentingan umum, Perubahan Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten lampung Selatan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati l,ampung Selatan
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

')

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahart lrmbaran Negara Republik ]ndonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Non:.or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamballan lrmbat an Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tel-Itang Cipta Keda menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangal anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarazrn Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017
Nomcr 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norr^or.6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tah.un 2018 terrtang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusa.t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62241;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Da.erah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerair (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Menetapkan

I(ESATU

10. Peraturan Menteri Dalam t\egeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan l'.euangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2i ter.tang
Tata Cara Eva-luasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

12. Peraturan Menteri Dalam llegeri Nomor 12 Tahun 2O2l ter.lang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nomor 9721;

MEMIIIUSI{AIT:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAII KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PERI'BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Hasil Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
I^ampung Selatan tentang perubahan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran ZOZS dan RancanganPeraturan Bupati Lampung Selatan tentang penjabaran
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahunAnggaran 2023 sebagaimana tercantum ialam i,ampiranKeputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.
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Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peratural Daerah Kabupalen
Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Lamprrnr Selatan, dan Bupati Lampung Selatan menetapkan
Rancar !,an Peraturan Daerah tentang Perubahal Anggaran
Pendal'rtan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peratrl in Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung
Selatar, lentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan R, l;tnja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Bupat l.ampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada
Ment, t)alam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau
penr,, )ngan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peri, ;rnperundang-und€rngan.

Ranc. L,r,an Peraturarl Daerah Kabupaten Lampung Selatan
tentr . Perubahan Anggalan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahr Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lam 1 rg Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Penrl :rtan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 y ang
telal, :rsempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
seb ' rrrana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Dat' dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditr" : r n menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
setel. nendapatkal Nomor Register dari Gubernur.

Rancar ;,n Pera.turan Daerah Kabupaten Lampung Seiatan
tentang I', rrrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun An lylaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung :lr.latan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang
telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
l,ampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
la-mpung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

KEI.IMA
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanegal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
padatanggal 2023

GT'BERIIIT'R LA.}I PI'ITG,

ARII{AL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri KeuanSan Republik lndonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia Perwakilan Provinsi t^ampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten LaEpung Selatan di Kalianda;
5. lnspektur Provinsi laEpung di Bandar l^ampung;
6. Kepala Biro Hukum Sckretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMoR : G/s64/w.o2/}{K/2023
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LAMPUNC SELATAN TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN. tsELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANCAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

TENTANG PENJABARAN I'ERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATP^N DAN tsELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELA?AN TAHUN ANGGARAN 2023

DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNC SELATAN TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAXAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabu paten / Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupatr/Walikota dalam proses pelaksanaannya
agar mempedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana dalam Tabel 1,

sebagaimana tercantum dalam Tabel I sebagai berikut:

Tabel I

Tahapan dal Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian Keterangan
No

4

2

Penetapan/ Persetuj uan / Surat
Nomor Tangga.l

Perubaharl Rencana
Ke{a Pemerintah
Daerah (RKPDI

28 TAHLIN 2023

,2I

oo/4a3lrII.o1/LHR.KU

7oo 1 434,a l lll.O r / 2023

-PPAS/2023

Reviu Perubahan
RKPD

Reviu Perubahan KUA-
Perubahan PPAS

Telah sesuai
(Sebelum penetapan RKPD)

Telah Sesuai
(paling lambat minggu III
bulan Juli)

14 JUL|2023

21 JLLI 2023

4 AGUSTUS 2023
I 
relatr sesuai,

| (sebelum Penyampaian
Rancangan KUA darr
Ralcangan PPAS oleh

3

3

I
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Penetapan/Persetujuan/ Surat
Keterangan

I
No.

Uraiarr
Nomor Tanggal

I 2 3

o5o I 4.257 4 lV.O3 /2023 4 ACUSTUS 2023Penyampaian
Rancangan Perubahan
KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS oleh
Ketua TAPD kepada
Kepala Daerah yang
telai direviu oleh APIP
daerah

Surat Bupati periha.l
Penyampaian
Rancangan Peru ba-han
KUA dar Rancangan
Perubahal PPAS
Kepada DPRD

Ketua TAPD kepada Kepala
Daerah)

4 Telah Sesuai,
(paling lambat minggu I
bulan Agustus)

5 o5o 14.2s7 4 lV.O3 /2023

6lMoU I HK/2o23
12/PB/ DPRD-LS/2023

5l MoU lHK|2O23
r1.IPBIDPRD-LSl2U23

4 AGUSTUS 2023

1l ACUSTUS 2023

Telah sesuai,
(paling lambat minggu Il
bulan Agustus)

6 Kesepakatan antara
Kepa.la Daerair dan
DPRD atas Rancangan
Peruba-han KUA dan
Rancangan Perubalan
PPAS

Telal Sesuai,
(paling lambat minggu ll
bulan Agustus)

Telah sesuai,
(sebelum Penyampaian
Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD oteh
Kepala Daerah kepada
DPRD paling lambat
Minggu Ill bulan Agustus)

Telah Sesuai,
(Paling lambat Minggu II
bulan Septemb,er bagi
daerah yang menerapkan 5
(lima) hari kerja per
minggu

Telah Sesuai,
paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum Tahun Anggaran
berkenaan berakhir

7 Reviu Perubahan RKA
SKPD

700/s l0/Ilr.o l /LHR.RKA/
2U23

16 AGUSTUS 2023

tt Penyampaian
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

soo / t8.2644 /\1.o3 /2023 IA AGUSTUS 2023

I Persetujuan bersama
DPRD dan Kepala
Daerah

7lPBlHKl2U23
14/PB/DPRD t Sl2U)3

7 SEPTEMBER
2-023

10 9Oo/ 12 272aIy.O3I2O23Menyampaikan
Rarlcangan Perda
tentang APBD dan
Rancangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
Gubernur untuk
dieva.luasi

Telai Sesuai
paling lambat 30
September

Berdasarkan tabel di atas, Pemeritrtah Kabupaten Lampung Selatan untuk
mempertahankan kesesuaian tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuat butir F. 1.a.8).c) Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tent_ang pedoman pen5,usunsr
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.
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B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penganggaran target Pendapatan dacrah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerim.aan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam I (satu) tahun anggaran
sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.
l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan
perolehal manfaat ekonomi, sosial dal /atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu, seuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Daerah, dan butir C.2.a 2l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan moda-l Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kine4anya
belum memadai {performa nce based), harus dilakukan langkah-
langkah optimalisasi kineq'a sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat seluruh/ 5glaglan aset dal kekayaan
perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah
yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran la.poran Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Melakukan reformasi kebljakan di bidang pendapatan antara iain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijalan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan
menengah daerah/rencana Pembangunan Daerah sesuai

a jangka
dengan

prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir
D.1 l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2022
tentang Pedomat Penyrls,unan ApBD Tahun lnggaran 2023.
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b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan untuk pencapaian standar
pelayanan minimai (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk
pelaksanaan urusa.n pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan seteiah
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kine{a pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi
anggaran pada Tahun Anggararr sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D.3 l"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
keu'enangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pelaksanaan unlsan Femerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COWD-L9) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
i 9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan.
sosia-l dan ekonomi sebagaimana dimalsud butir D.5 l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentarrg
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Ar,ggaran 2O23.

e. Belanja. Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebaqaimana dimaksud
butir D. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluar-an yang akan diterima kemba-li, baik pada
tahun anggaran yarlg berkena:n maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o19 tentang pengelolaan Keuangan Daeralr
dan butir E l,ampiran Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.
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KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN NGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI{UN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUI\DANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Rp2.23 1.206. 447 .069,OO bertambah sebesar Rp 1 0. 444. 1 89. 53 1,00 menjadi
sebesar Rp2.24 1.650.536.600,00 dirinci sebagaimana tercantum dalamTabel
2 sebagai berikut:
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Tabel 2

Pendapatan Daerah

Uraian

APBD Tahun Anggaian 2023

{RP)

Targct Pcrubahan APBD
l anun AnSgRran zuzJ

{Rp)

Selisih Target Perubahan
APBD Tahun Angga.ran
2023 dan Targ€t APBD
Tahun Anggaran 2023

(RP)

9/o dari Selisih Target
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2023 dan Target

APBD Tahun
A nggaran 2023

l%) l"Y"l

Target Realisagi Semestcr I
I 5 6 7=6:5

41,23
9=8- 5 lO-9rs

PENDAPATAN DAERAH | 2.2sr.26e.ss8.069,o0 919.a74,052.321,1O 2.234.A26.067.L25,OO 7.s56.209.O54,OO

1.1t7.2()5.131,OO

o,oo o,41

Pc[drpate:r Arll Ddoreh 357.701.712.069,OO r44.464.778.953,10 4t,62 3S4.888.9 r7.200,OO o,oo o,4l
Pajak Daerah 209.O00.ooo.oo0,o0 67.6aa.313.O19,OO 32,39 209.000.000.000,oo o,00 o,o0 o,32
Retribusi Daerah 18.177.700.OOO,00 3.820.24 r.605,00 2r,o2 15.541.600.400,OO (2.636.099.60O.001 (0. r s)
Hasil Pcntelolaan
Kekayaan Dacrah yang di
pisahkan

7.835.456.069,00 7 .2l7 .7 14.42 r ,Oa

70.138.505.908,02

92,12 7.2r7.7ta.4@ OO l6t7 .737.669,00]| (o,o8) I,OO

Lain-Lain Pcndapatan
Asli Daelah yang Sah

122,688.556.OOO,OO

1.872.698.146.OOO,OO

57,17 127. r29.598.40O,00 4 .44 L .O42 .400,OO o,o4 0,55

P.ndopat.n llaa.for 771.O09.273.368,OO 4t,t'f 1.E 18.977.1^9,929,OO 6.379.OO3.923,00 o,oo o,4r
Pendapatan Transfer
Pernerintah Pusat

1.752,598.146.O00,O0 7 16 .723 .259 .290 ,OO 40,49 | .7 54 .700 .7 19 .400,OO 2.102.573.400,00 0,4I

l20.ooo.ooo.ooo,o0 54.286.014.O7A,O0 45,24 t24,276.430.523,OO 4.276.430.523,OO

o,00

o,04

Lah-Lsh Pcndapatan
Deereh Yant Sah

960.OOO.q)O,OO o,oo o oo 960.O00.ooo,oo o,oo o,oo

Pendapatan Hibah 960.OOO.OOO.O0 o 0.00 960.000.000 0.00 o. oo

Pendapatan Transfcr
Antar Daerah

Lain lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang
Undangan

o/o dari Target
Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023
dan Realisagi Scmester

I APBD Tahun
An8garan 2023

I 11-6:8

o,oo

o. oo



Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp357.701 .7 t 2.069,00 bertambah sebesar
Rp1.187.205. I31,OO menjadi sebesar Rp358.888.9f 7.2OO,OO atau 16.O7o/"

dari total pendapatan daerah sebesar Rp2. 2a I .650. 636. 600,00 diuraikan
sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar

Rp209.00O.0OO.OOO,00 atau 0,0O7o da,i-i total pendapatan daerah
yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel sebesar Rp2.000.000.000,00;
b) Pajak Restoran dan sejenisnya semula sebesar

Rp7.500.000.000,0O bertambah sebesar Rp500.000.000,00
menjadi sebesar Rp8.000.000.0O0,00;

c) Pqjak Hiburan semula sebesar Rp750.000.0O0,00 bertambah
sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp l. 2 50. 000. 000, 00 ;

d) Pajak Reklame semula sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah
sebesar Rp5OO.OOO.OOO,OO menjadi sebesar RpS.OOO.OO0.OOO,OO;

e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp73.5OO.OOO.OO0,00

berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar
Rp72.000.000.000,00;

f) Pajak Parkir sebesar Rp2.75C.O0O O0O.0O;
g) Pajak Air Tanah sebesar Rp2.750.000.000,00;
h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar

Rp9.350.000.000,00;
i) Paj+k Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

sebesar Rp66.400. 00O. 000,00;
j) Bea Perolehan Hal< Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar

Rp41.500.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar
Rp18.177.7O0.0O0,00 berkurang sebesar Rp2.636.O99.600,00
menladi sebesar Rp15.541.60O.4OO,OO atau 0,69%o dari total
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp5.810.000.O00,00;

b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp97O.500.OOO,OO;

c) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar"
Rp1 1.397.2O0.C'0O,00 berkurang sebesar Rp2.636.099.600,00
menjadi sebesar Rp8.76 1. 1 00.400,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajaJ< daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio petpajakan daerah, perturnbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentrra. pasal 1o2
Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah.
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Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan kegiatan
pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis
teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a. 1).g) I-ampiran
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD mempertratikan:
a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan / atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang I'Iomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebljakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan

d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis
pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2027 ter,tangTata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Perryelenggaraan Penanganan Sampah.
Kegiatan penanganan sampah dirnaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangku tan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekstensihkasi dan intensilikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan sua.tu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dal subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada w4jib pajak
serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

f. Kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O21
tentang Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifrkasi Transaksi pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah.
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Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Eagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit l07o (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/ atau
pemeliharaan jdan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 50% (lima puluh persen), dri target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 lentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Perrdapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja tsukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Peke{a (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daera}r dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Hea-lth Coverage,
selain itu dapat juga digunakarr untuk pengangg€rran bantuan iuran
PBPU dan BP yang ciidaftarkan Pemerintah Daerah, pengarlggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O18 tentang Jaminarr
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4O Tahun 2O16 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2O77 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2A22 lrentarrg
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggau:an 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan semula sebesar Rp7.835.456.O69,0O berkurang
sebesar Rp6 1 7 .7 37 .669,0O rnenjadi sebesar RpZ .2 lZ .Z I 8.400, 00 atau
O,32yo dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.241.650.636.600,00.

Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan harus memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang drpisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya datam jangka waktu tertentu, €rntara
lain:

a) keuntungan sejunlah tertentu da_lam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi pemerintah Daerah;
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b) Peningkatan berupa jasa darr keuntungan bagi hasil :nvestasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu:

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jalgka waktu tertentu
sebagai akibat lalgsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutar ; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sesuai ketentuan butir C.2.a.2l.bl Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 20:23.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kinedanya belum memad ai (performance based),
harus dilakukan antara lain langkah-lan gkah optimalisasi kinerja
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh / sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan yang
tercatat dalam ikhtisar laporan ke uangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampirarr Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan .

Selain itu, Pemerintah Kabtrpaterr Lar^rpung Selatan juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendafi dan penajamair Rapat Umum Pemegdng Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kineq'a dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka rnerringkatkan PAD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-l,ain Pendapataa Asli Daerah
yang Sah semula sebesar Rp122.688.556.0O0,00 bertambah sebesar
Rp4.441.O42.4O0,OO menjadi sebesar Rp127.129.598.400,00 atau
5,67 o/o dari total pendapatan daerah sebesa.r Rp2. 2 4 1 .6 50. 636. 600, 0 0.

Target l,ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatar sebagai berikut:

l) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp0,00
bertambah sebesar Rp 1.324.013.000,00 menjadi sebesar
Rp1.32a.013.000,00 atau 0,O67o dari total pendapatan daerah
dapat dianggarkan sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) dan pasai 3 1

ayat (4) huruf a Peraturan pemerintah Norror 12 Tahun 20 19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor g4 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan ApBD Tahun Anggaran 2023.



2) Jasa Giro semula sebesar Rp4.5OO.000.00O,0O berkurang sebesar
Rpt.572.9O7.000,00 menjadi sebesar Rp2.927.093.000,00 atau
0,13% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuar
ketentuan Pase,l,24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3l.al.$l Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 teltang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

3) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar
Rp48.325.8O0,0O menjaCi sebesar Rp48.325.80O,00 atau O,OO2"/"

dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan
Pasa-l 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(6) L,anpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tettang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar RpO,OO bertambah
sebesar Rp289. 503.6O0,OO menjadi sebesar Rp289. 503. 6OO,00 atau
0,013% dari total pendapatan daerah dapat dianggarlian sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) hurufn Peraturan
Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keua;rgan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1a) L,ampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Pendapatan tsLUD sebesar Rp1 18.188.556.000,00 atau 5,27o/o dari
total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 ayat (4) dan Pasal 3l ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(15) l,ampiran Peraturan Menteri Da_lam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

6) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah semula
sebesar Rp0,O0 bertambah sebesar Rp4.352.107.000,00 menjadi
sebesar Rp4.352.IO7.0OO,OO atau O,l9%o dari total pendapatan
daerah dapat dianggarkaa sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) dan
Pasal 3l ayat (41 huruf p Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
C.2.a.3).a).(16) l,ampiran peraturar Menteri Dalam Negerr
Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan ApBD Tahun
Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan
Transfer semula sebesar Rpr.az2.s44-73s.ooo,oo bertambah sebesar
Rp9.256.984.400,00 menjadi sebesar Rpl.88r.8Ol.7l9.4OO,00 atau
83,9 5o/o dari total pendapatan rlaerah sebesar Rp2. 24 I . 650. 636. 600, 00.

-16-
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Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rpl.752.544.735.000,00 bertambah sebesar Rp2.155.984.400,00
menjadi sebesar Rp1.754.7OO.719.4O0,OO atau 78,28o/o dai total
pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana
Perimbangan semula sebesar Rp1.501.557.757.000,00 bertambah
sebesar Rp2. 1 55.984.40O,OO menjadi sebesar Rp 1 .503.7 1 3. 7 4 l.4OO,OO

atau 67,O8oh d:rri total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam
rincian objek pe r rrlapatan:
a. Dana Transfi'r Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar

Rp32.304.4{1.'o00,00 bertambah sebesar Rp2.137.384.400,00
menjadi sel', .'?rr Rp34.441.786.400,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yarr[ tercartum dalam Pe"aturan Presiden Nomor 13O Tahun
2022 tentang l.' incian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 20:' I

b. Dana Tran ,lcr Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) setresar
Rp1.013.01 /O1.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum ,l 'lam Peraturan Presiden lrlomor 13O Tahun 2O22 tentang
Rincian Ar iaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023:

c. Dana AloL: l(husus (DAK) Fisik sebesar Rp103.313.643.OO0,00 telah
sesuai d, .rn alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Prcsiden ,rnor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Penclapat; lnn Belanja Negara Tahuu Anggaran 2023.

.1. Diina 4 ,.;i Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar
Rpi 52.926.r i l.OO0,O0 bertar^rbah sebesar Rp18.600.000,00 menjadi
ssll, sar Rp352.944.61 1.OOO,0O belum sesuai dengan alokasi anggararr
ya rg terr uttum dalam Peraturanr Presiden Nomor l3O Tahun 2022
te, tang ian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran )'1.

e. Dana desir ,r.sar Rp25O.986.978.OOO,OO telaJ. sesuai dengan alokasi
anggararr i tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tenl. t llincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
An ggaran 2U--1.

Untuk Pendapatan Tra n sfer Pemerintah pusat telah sesuai ketentuan
Peraturan Presiden Nonror 130 Tahun 2O22 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja N egara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan
butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4l.al.l2l, butir C.2.b.4).a).(3), butir
C.2.b.a).al.gl, butir C.2.b.a).a).(S), dan butir C.2.b.a).a).(8) tampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenrangpedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus
menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan
penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.21 Lampiran peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentangpedoman penyusunan ApBD
Tahun Anggaran 2023.
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Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak
sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
melak.rkan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2027 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Dderah yang Sah sebesar Rp960.000.000,00 atau O,O4o/" dai
total pendapatan daerah sebesar Rp2.24 1 .650.636.600,00 yang diuraikan
padajenis:

Pendapatan Hibah sebesar Rp960.000.000,O0 yang diuraikan ke dalam
objek Pendapatan Hibah dari Pernerin tah Pusat sebesar
Rp960.000.000,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian
penerimaan pendapatan dimalsud, yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak menrpurryai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggr serta menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangart daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.c.2',.a1
dan butir C.2.c.2l.cl Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Taleun 2O22 tentang Pedoman Penyusunar APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.230.33 1. 447 .069,OO
bertambah , sebesar Rp25. 19O.516.531,00 menjadi sebesar
Rp2.255.521.963.600,00, dirinci sebagaimana tercanturrr dalam Tabel 3
sebagai berikutl

ii

t')

.t:l

iL

:li:

1..,i



Tabei. 3

Relanja Daerah

APBD Tahun Anggariin 2023
Targct Perubhan APBD
Tahun Angtaran 2023

(Rp)

Selisih Target Perubahan
APBD Tahun Anggaran
2023 dan Target APBD
Tahun Anggaian 2023

(Rp)

U

Realisasi Semestcr I

%o dari Selisih
TarSet

Perubahan
APBD Tahun

Anggaran 2023
den Targrt

APBD Tahun
Angt8.ran 2022

lEl

o/o da:i Target APBD
Tahun A[ggaran 2023

dan Realisasi
Semester I APBD

Tahun Anttaran 2023

{'/"1

I 5 6 7-6ts 8 9-a-5 l0-9:5 1t=6:8
BELANJA DAERAH 2. 230.33 1..147.()69,OO a62.672.'t73.3O7,43 38,68 2.233.52t. oo

L.997 .447 .4SZ.L70,OO
25.19().516.531,(x) o,ot o,3a

Belelrla Op.tell 1.566.O41.160.216,00 654.744.944.064t25 40,t3_
4.",24

3 1 .4()6. 28 1 .93 5, OO o,o2 o,40
Belaoia Pegawal 9 r7.101.675,O 1A,OO 406.090.893.337,00 899.399.420.154 00

608.1 10.666. i 78,00

lt7.7o2 254.864,00) | to.,2\ o,45
Bclanja Barang dan
Jasa

583,631.363.323,OO

5.028.289.583,00

2ta.469.325.609,O2 37,,13 24.479.302.A55,OO o,04 o,36

Belania BuEgg_
Belanja Hibah

2.544.686.033,00 50.61 4.970.4t7 .321.OO F7.a72.262,001 (o,011 o,5l
56 .7 t5 .222.29 I o0 7.34A.578.085 23

3.564.600.OOO,O0 291.465.C00,00

t2,96 7A.a22.a2A.5t7,OO 22.1O7 .606.226,0O o,39 o.o9

o,o5
Belanja Bantuan
Sosial

8,18 6. r 44.100.O00,o0 2.579.500.000,0o

Bcl.nla Model 2at.422.640.134,OO I 49.959.62t.15t,OO t7,32 275.O8A.OO6.470,OO

335.O00.000,o0

(r3.334.534.664,OOt (o,o5l o, tt
Belanja Modal
Tanah

335.OOO.000,00

Bclanja Modal
PeralaGn dan Mesin

56.062.4 L2.35a.OO,O0 10.916.233.177,00

3 .324 .469 .427 ,50

t9,47 46.669.664.l6 r,OO 19.392.74a.197,OOl {0,17) o,23

Belanja Modal
cedung dan
Bantunan

5 t.050.972.544,,@ 6,51 50.369.325. r97,00 (681.647.391,00)

17,l8 164.316.053.162 r-,J

42,93 13.l8.i r.- i0,00 (J.,93.o42.52:l,Oul

75,50 2 r:.500.000.oo (50.OOO.000.0O)

(0,o1) o,o7

Belanja Modal
Jalan, Jiringan,
dan liitasi

163.868. r 49.714,00

t7.177 .505,474,Oa

28.146.1 13.053,68

7.373.862.sOC,44

198.950.000,0O

o,0o o,t7

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

(0,23) o,56
Belanja Modal Aset
Lainnya

263.500.OOO,OO (o,19) o,93

Bolanje Tldak
Tcrdula
Belanja Tidak
Terduga

9.675.207.OOO,OO 12t.29t.264,OO 1,25 3.134. 131.264,OO (6.541.O75.736,OO)

(6.541.O75.736,00r

1o,68) o,04

9.675.207.OOO,OO t2t.29t.26a,Oa t,25 3.134.131.264,00 10,68) o,o4
Belanja Transfer 6. t92.s49.720,OO 177.846.90t.O17,00 44,57 379.852.394.696,OO r3.659.944.976,00 o,04 o,47
Belanja Bagi Hasil 22.7 t7.770.OOO,OO i 2.o55.513.4OO,OO 55,7 5 22.7 t7 .770.@O,OO o,ao o,00 0,56
Belanja Bantuan
Keuangan

343.171.779.720,OO r65. r 81.394.617,00 48,09 357.134.624,696.OO 13.659.844.976,OO o,o4 o,46

Tarset

o,72

;48,00



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETEMERAMAN DAN
KETERTIBP.N UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

78.930.800,OO

Urusan Pemerintal. an

Belarrja

Rasio terhadap Total
Belanja Daerah (ydBetanja Operasi

(Rp)

1.O60.s70.689.588,OO

Betalja Modal

(Rp)

Belar{a Tidak
Terduga

(Rp)

Belanja Transfer

(Rp)

Jumlah Belanja

(Rp)

I'RUSAJ| PEUERITTAAAIT WAJIB
YAITG BERXAITAI{ DEITGA.II
PELAYATAI| DAEAR

260.967.62L496,OO o,oo o,oo 1.321.s3a.311.484,OO 58,590/o

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
PENDIDIKAN

590.810.434.099,OO 53.O49.044.346,00 0,00 0,00 643.859.478.445,O0

0,oo 395.O50.754.691,O0

2a,550/o

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
KESEHATAN

367.743.858.19 i,OO 2 7.306.896. s00,O0 0,00 L7,510/"

URUSAN PEMERII'TTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

43.235.130.925,OO 176.597.431.950,O0 0,00 0,00 2 t9 .432 .562 .87 5 ,OO 9,7 50/o

URUSAN PEMERITiTAHAN tsIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

12.o58.310.673,OO 2.5a2.447 .lOO,OO o,oo t+.640.757 .'77 3,OO o,650/0

37 .24l.42r.tOO,CO t .220 .47 I .OOO ,OO 0,00 0,00 s8.461.892.100,o0 1,7 Lo/o

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
SOSIAL

9.48 1.534.600,00

t24.532.772.24L,OO

2 1 t.331.000,OO 0,00 0,00 9.692.865.600 00 o,430/0

URUSAI{ PEIIERI IITAIIAT WAJIB
YA.IIG TIDAX BERI(AITAIT
DEITGAI{ PELAYAITAIT DASAR

4.O37.683,570,OO o,co o,oo 128.57(),455.851,OO

4.833.563.500,oo

s,1oy"

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
TENACA KERJA

4.719.545.300,OO

6.339.341.500,OO

I l4.O 18.200,OO 0,oo o,oo o,2 to/o

URUSAN PEMERII'I"TAHAN BIDANC
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 6.414.272.300,Oo o,2ao/o

URUSAN PEMERII.ITAHAN BIDANG
PANCAN

69.580.100,OO 0,oo 0,00 4 .542 .47 2 .900 ,Oo o,200/0

0,00

oon

4 .47 2 .492 .aOO ,OO
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Urusar Pemerintahar
Belanja C)perasi

(Rp)

Belanja Transfer

(irp)

Jumlal. BelaJrja

(Rp)

211.870.100,o0

Rasio terhadap Tota.l
Belanja Daerah (7o)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN 21 1.870. 100,O0 O,O Lo/o

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

13.81 1.593.279,OO 341.124.300,C0 0,00 o,o0 14.752.717.s79,OO o.630/0

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKqN
DAN PENCATATAN SIPIL

7. 179.745.005,OO

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
PEMBERDAYATA.N MASYARAKAT
DAN DESA

8.506.542.800,O0

135.158.200,O0

0,oo

0,00 0,00 7.314.903.205,OO o,320/0

0,00 o,oo 8.506.542.800,O0

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

15. 180.910.883,OO 128.810.800,O0 0,00 0,00 15.309.721.683,00 o,6ao/o

I,260/0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERII.ITAHAN BIDANG
KOI.4UNIKASI DAN INFORMATIKA

852.513.670,O0 0,oo o,o0 28.339.782.570,O0

o,oo12.37 1.345.500,O0 57.240.O00,O0 0,00 o,550/o

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
KCPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

3.9 16.695.664,OO 27 .282.700,OO o,oo 3.943.978.364,O0 o,L70/o

URUSAN PEMERIMAhAN BIDANG
PENANAMAN MODAI,

7.515.O34.500,OO 1.901.305.100,00 0,00

0,00

o,oo 9.416.339.600,00 o.42"/"

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

7.O82.395.850,00 29.767.OOO,O 7. 1 12.162.850,O0 o,32"/"

URUSAN PEMER!NTAHAN BIDANG
STATISTIK

73.125.400,O0 o,oo 0,00 0,oo 73.125..100,0t)

722 .7 62 .800 ,OO

o,oo370

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERSANDIAN

r22 .7 62 .800 ,OO 0,oo o,ot'Yo

o,3870

0,00

Belanja Modal

(Rp)

0,00

27.447 .264.900,00

12.428.58s.500,o0

0,o0

o,o0



Urus6n Pemerintahan

Belanja

Belanja Tidak
Terduga

(Rpl

Belarja Operasi

(Rp)

Belanja Modal

(Rp)

Belanja Transfer

(Rp)

Jumlah Belanja

(Rp)

1. 1 16.844.300,00 o,00 0,oo 0,oo 1.1 16.844.300,O0

Rasio terhadap Total
Belarja Daeral (%o)

URUSAN PEMERI},I"TAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN o,o50/"

URUSAN PEMERII'ITAHAN BIDANG
PERPUSTAXAAN

4.214.288.800,00 250,452.700,OO o,o0 o oo 4.464.741 .500,O0 o,200/0

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANG
KEARSIPAN

210.568.900,O0 51.500.000,00 0,00

o,oo

o,00 262.O68.eO0,00

T'RU SAII PEMERIITTAIIAI{
PILTHAIT

URUSAN PEMERITITAHAN BIDANG
KELALITAN DAN PERIKANAN

61,O93.8 r 1.227,OO 4.918.ss9.O7O,OO o,oo 66.Ot2,37O.297,OO

12.340.542.000,00

2'93orc

I 1.032.217.000,00 1.308.325.OO0,00 0,00 o,oo

0,o0

o,550/o

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PARIWISATA

4.813. 106.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERIANIAN 36.007 .79s.727 ,OO

0,o0 4.883.187.400,o0

3.235.530.770,O0 0,o0 0,00 39.243,326.497 ,OO I,7 40/o

URUSAN PEMERI}.I"TAHAN BIDANG
I(EHUTANAN

0,oo o,00 0,o0 o,oo 0,00 o,ooo/o

URUSAN PEMERII.ITAHAN BIDANG
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

138.436.900,O0 o,o0 o,oo o,oo 138.436.900,00 o,o 70/"

URUSAN PEMERII{TAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

8.561.045.000,O0 304 .62',2 .400 ,OO 0,00 0,oo 8.865.667.400,00 o,390/0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

436.949.500,O0 o,00 0,00 0,oo 436.949.500,O0 o.o20/o

URUSAN PDMERIMAHAN BIDANG
TRANSMIGRASI

104.260.600,O0 o,oo 0,oo o,oo50z,

I'I{SUR PEIIDUI(UI{G T'RUSAN
PE ERII{TAIIAT{

rs8.631.961.857,OO 2.720,4t9.934,OO o,oo o,oo 161.402.781.79 r,OO 7,t6/"
SEKRF]TARIAT DAERAH 58,909,092,271,00 2,653, l8q,O34,OO o,oo o,oo 61.562.281.305,O0

SEKRT'TARIAT DPRD 99.840.500.486,00

-22-

2,7 3/"
99.772.469.546,OO 67.630.900,00 o,oo 4,43o/o

o,o 70/o

70.080.900,o0 o,220/0

o,00 104.260.600,o0

o,oo
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UrusaJI Pemerinta}lar

Belanja

Rasio terhadap Total
Belanja Daerah (7")

2r,a40/o

Belanja Operasi

{Rp)

108.OO2.s40.669,OO

Belanja Modal

(Rp)

r.669.807.3()(),OO

Belanja Tidak
Terduga

(Rp)

Belanja Transfer

(Rp)

379.452.394.696,OO

Jurnlah Belanja

(Rp)

UITAUR PEI{I'I{JAT C URUSAII
PEMEIUI{TAI{AIT

3.134.131.264,OO

PERENCANTAN 12.580.125.500,00 125.131.OOO,00 12.705.256.500,00 o,360/0

KEUANGAN 7 a.7 48.597 .720,OO 1.225.938.300,00 3.134.131.264,C0 379.852.394.696,OO 462.961.061.980,00 20,53"1,

KEPEGAWAIAN 10.489.437.949,00 188.649.O00,O0 o,o0 0,o0 10.678.086.949,00 0,4701.

o,ooo/,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN o,00

130.089.O00,O0

o,00

c,o0 0,00 0,00

FENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6. 184.379.500,00 o,o0 o,o0 6.314.468.500,00 o,280/0

PENGELOL-{AN PENGHUBUNG

T'NSI'R PEIIGAWASAIT I'RIISAIT
PEUE I{TAHAIT

o,oo 0,00 0,00

12.1a9.939.406,OO 157.390.3()(),OO o,oo o,oo 12.347.329.706,AO o,5 5ol.

INSPEKIORAT DAERAH 157.390.300,00

553.848.10(),OO

0,00 0,00 t2.347 .329.706,00 o,55%

UI{SI'R KEWILAYAH'-I{ 39.212,A74.442,OO o,oo o,oo 39.766.922.542,OO L,i6/"
KECAMATAN 39 .272.O7 4 .442 ,OO

33.163.642.700,OO

553.848.100,0O o,oo 0,o0 39.765.922.542,OO t,760/"

UNSUR PEMERINTAHAII UMIIM 62.275.3OO,OO o,oo o,oo 33.225.918.OOO,OO t,470/o

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 33.163.64 2.700,00 62.275.300,OO o,oo 0,o0 33.225.918.OOO,00 1,47"/"

Total 1.s97.447 .432.170,OO 27s.O88.OO5.470,OO 3.134.131.264,OO 379.452,394.696,OO 2.255.521.963.600,OO

492.654.473.929,OO

0,00

o,o0 o,oot,

12. 189.939.406,00



Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi EmggarEm Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar semula sebesar Rp 1.323.708.422.417,OO berkurang
sebesar Rp2. I 70. 1 1 0.933,O0 menjadi sebesar Rp 1.32 1. 538.3 I 1.484,00
atau 58, 597o dari total belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 I . 96 3. 600, 00
terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar
Rp660.256.653.327,00 berkurang sehsa.r Rpl.6397 . 17 4.882,00
menjadi sebesar Rp643.859,478.445,00 atau 28,557o dari total
belanj a daerah sebesar Rp2.2 5 5. 52 1 .963.6 OO,O0 ;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar
Rp385.208.505.450,00 bertambah sebesar Rp9.842.249.21 1,00
menjadi sebesar Rp395.O50.754.691 ,0O atau 17 ,5lo/" dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 255. 52 1 .963.60O,O0 ;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp2 1 8.83 1.454.940,00 bertambah sebesar
Rp1.001. 107.935,00 menjadi sebesan Rp219.832.562.875,O0 atau
9,7 5o/o dari total belanja daerah sebesar Rp2. 255. 52 1 .96 3. 600, 00 ;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman semula sebesar Rp12.780.073.400,00 bertambah
sebesar Rp 1 .860.684.373,00 menjadi sebesar Rp I 4 .640.7 57 .7 7 3,OO

atau 0,650/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.6OO,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp37.872.632.900,00 trertambatr sebesar Rp589.259.200,00
menjadi sebesar Rp38.461.892.1OO,OO atau 1,7 7o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.60O,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar
Rp8.759. 102.400,00 bertambah sebesar Rp933.763.2OO,OO menjadi
sebesar Rp9.692.865.500,00 atau O,43/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255. 52 1.963.60O,0O;

b. U:usan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp129.614.700.121,00
berkurang sebesa.r Rp1.O44.244.27O,OO menjadi sebesar
Rp128.570.455.851,00 atau 5,7Oo/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255. 52 1.963.600,00 terdiri dari:

l) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar
RpS.093.962.400,00 berkurang sebesar Rp260.398.900,00
menjadi sebesar Rp4.833.563.5OO,0O atau O,2lo/o dari total
belanja daerah sehsar Rp2. 2 55. 52 1 .963.600,00;



_ ,q _

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dal
Perlindungan Anak semula sebesar Rps.353.710.000,00
bertambah sebesar Rp1.064.562.300,00 menjadi sebesar
Rp6.418.272.3OO,OO atau C,28o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 r.963.600,00;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rp4.8O5.972.200,00 berkurang sebesar Rp263.499.300,00
menjadi sebesar Rp4. 5 42. 47 2.900, O0 at au O,2OYo dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar
Rp141.162.600,00 bertambah sebesar Rp7O.707.5OO,00 menjadi
sebesar Rp211.870. 100,00 atau O,0l% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.2 55.52 1.963.600,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
Rp14.O32.224.971,00 bertambah sebesar Rp120.a92.608,00
menjadi sebesar Rp14.152.717.579,0O atau 0,63"/" dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 1 .963.6O0, 0O;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keper,dudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp'/ .652.7 62.000,00 berkurang
sebesar Rp337.858.795,0O menjadi sebesar Rp7.314.903.205,00
atau O,32yo dari total belanja daerah sebesar
Rp2.2ss.52 1.963.600,0O;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa semula sebesar Rpl1.576.863.000,00 berkurang sebesar
Rp3.070.320.200,00 menjadi sebesar Rp8.506.542.800,00 atau
O,387. dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.6OO,0O;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Bererrcana semula sebesar Rp15.234.445.900,C0
bertambah sebesar Rp75.275.783,00 menjadi sebesar
Rp15.309.721.683,00,00 atau 0,687i, dari tota-l belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp28.423.305.000,00 berkurang sebesar Rp83.522.a30,00
menjadi sebesar Rp28.339.782.570,00 ata:u l,26yo dari total
belanja daerah;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula
sebesar Rp12377.899.800,00 bertambah sebesar
Rp5O.685.700,00 menjadi sebesar Rp12.428.585.500,00 atau
O,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.6OO,00;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dal
Menengah semula sebesar Rpa. 154.675.300,00 berkurang sebesar
Rp21O.697.436,0O menjadi sebesar Rp3.9a3.978.364,00 atau
O,77o/o dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.6O0,0O;



c
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12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar
Rp9.4 43.647 .000,00 berkurang sebesar Rp27 . 3O7 . aOO, 0 0 menjadi
sebesar Rp9.416.339.600,00 atau O,42o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.2 55.52 1.963.600,00;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
sebesar Rp5.593. 188.95O,OO bertambah sebesar
Rp1.5 18.973.9OO,OO menjadi sebesar Rp7 .1 12.162.85O,0O atau
0,32o/o d,xi total belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 I . 963.600, 00 ;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar
Rp88.015.4OO,OO berkurang sebesar Rp1a.89O.OOO,OO menjadi
sebesar Rp73.125.400,00 atau 0,003% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255. 52 1.963.600,00;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Fersandian sebesar
Rp122.762.8A0,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00;

16) Urusan Pemerintahan Bidang KebudaS,aan sehesar
Rp1.116.844.300,00 atau 0,057o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00;

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rp4. 124. 1 58.000,00 bertambah sehsar Rp340.583.500,00
menjadi sebesar Rp4.46 4.7 4 1 .500, O0 atan O,2Oo/o dari total belanj a
daerah;

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar
Rp279. I 00.000,00 berkurang sebesar Rp 17.03 1. 1 00,00 menjadi
sebesar Rp262.068.9OO,00 atau 0,O17. dari total belanja daerah
sebesdr Rp2.255. 52 1.963.600,00.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp67 .602. 132.127,00 berkurang sebesar Rp 1. 589.76 1 .830,00 menjadi
sebesar Rp66.012.370.297,OO ataw 2,93o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2. 2 55. 52 1 .963.600, OO terdiri dari:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula

sebesar Rp12.725.266.000,00 berkurang sebesar
Rp384.724.000,O0 menjadi sebesar Rp72.34O.542.000,00 atau
O,5596 dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.6O0,0O;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rpa.930. 573. 000,00 berkurang sebesar Rpa7.385.600,00 menjadi
sebesar Rp4.883.187.4OO,OO atau O,22o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar
Rp40.081.737.527,OO berkurang sebesar Rp838.411.030,00
menjadi sebesar Rp39.243.326 .497,OO atau 1,74o/odari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.60O,00;
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4) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
semula sebesar Rp 144.708.000,00 berkurang sebesar
Rp6.271.10O,OO menjadi sebesar Rp138.436.9OO,OO atau O,017o
dari totai belanja daerah sebesar Rp2.2 55. 52 I . 963.600,OO;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rp9 .229 .283.90O, 00 berkurang sebesar Rp363. 6 1 6. 500,O0 menj ad i
sebesar Rp8.865.667.4OO,OO atau O,397o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar
Rp382.303.100,00 bertambah sebesar Rp54.646.400,00 menjadi
sebesar Rp436.949.500,00 atau O,O2VI dan total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 L963.6O0,00;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula
sebesar Rp108.260.600,00 berkurang sebesar Rp4.000.000,00
menjadi sebesar Rp104.260.600,00 atau 0,005% dari total belanja
daerah sebesal Rp2.255.52 1.963.600,OO.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggar€ur Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp 143.234.256.300,00 trertambah sebesar
Rp18.r68.525.491,00 menjadi sebesar Rp161.402.781.79i,00 atau
7 .,160/odari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri
dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp56.134.160.300,00
bertetmbah sebesar Rp5.a28. 12 I .O05,O0 menjadi sebesar
Rp61.562.281.305,00 atau 2,73oh dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00;

2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp87. 100.096.000,00 bertambah
sebesar Rp12.74O.4O4.486,OO menjadi sebesar
Rp99.840.5O0.486,00 atau 4,43"/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 I .963.600,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp480.067.250.004,00 bertambah sebesar
Rp12.591.623.925,OO menjadi sebesar Rp492.658.873.929,00 atau
27,84o/" dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00
terdiri dari:

1) Perencanaan semula sebesar Rp12.665.O70.O00,00 bertambah
sebesar Rp40. 186.500,00 menjadi sebesar Rp12.705.256.500,00
atau O,56yo dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.s2 | .963.600,00;

2) Keuangan semula sebesar Rp45O.061.894.OO4,O0 bertambah
sebesar Rp12.899.167.976,00 menjadi sebesar
Rp462.961.061.980,0O atau 2O,53o/" dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 I .963.60O,OO;
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3) Kepegawaian semula sebesar Rp12.372.279.O0O,O0 berkurang
sebesar Rp I .69 4. 192.05 1, 00 menjadi sebesar Rp I 0.678. 086 .9 49,OO
atau O,47o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.2s5.52 1.963.6OO,00;

4) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rpa.968.007.000,00
bertambah sebesar Rp 1.346.461.500,00 menjadi sebesar
Rp6.314.468.500,00 atau O,28oh dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255. 52 1.963.600,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi €rnggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp 1 1.857.644.000,00 bertambah sebesar Rp489.685.706,00
menjadi sebesar Rp12.347.329.706,00 atau O,55%" dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521 .963.600,00 terdiri dari Inspektorat
Daerah s,emula sebesar Rp11.857.644.000,00 bertambah sebesar
Rp489.685.706,O0 menjadi sebesar RpRp12.347.329.706,OO atau
O,55o/o dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.52 f .963.600,00.

g. Unsrrr Kewilayahan

Alokasi anggar€rn Unsur Kewilayahan semula sebesar
Rp4 1 .2 i 3. 876.600,00 berkurang sebesar Rpl. 447 .9 54.058,00 menjadi
sebesar Rp39.765.922.542,00 atau 0,067o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00. terdiri dari 17 (Tujuh Belas)
Kecamatan semula sebesar Rpa I .2 I 3.876.600,00 berkurang sebesar
Rpl.447.954.058,00 menjadi sehsar Rp39.765.922.542,00 atau
O,O60/o dari total belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 I . 963. 600, 00.

h. Unsur Pemerin tahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rp33. 033. 1 65. 50O,O0 bertambah sebesar Rp I 92. 752. 500,00 menjadi
sebesa;: Rp33.225.918.OOO,OO atau O,OO87o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan
Politik semula sebesar Rp33.033.165.500,00 bertambah sebesar
Rp 1 92. 752. 500,00 menjacii sebesar Rp33. 22 5. 9 I 8. 0O0, 00 atau 0,0087o
dari total belanja daerah sebesar Rp2.2 55. 52 I .963. 6 00,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan mengalokasikan belanja daera.h:

a. Untuk mendanai penyelenggaraErn urusan pemerintahan yang
menjadi kcwenangan daerah sesuai ketentual Pasal 282 ayat (11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar
Rp 1 5. 394.350 .7 25,OO bertambah sebesar Rp 1 4. 1 53. 860 .22O,,OO menjadi
sebesar Rp29.548.21O.945,00 atau 4,59%o dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp643.859. 478. 44 5, O0 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
beriku t:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar
Rp6.392.a88.32f,00 bertambah sebesar Rp12.873.923.604,O0
menjadi sebesar Rp19.266.4 I 1.925,C0,O0

2l Ke$atan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp7 .96O.446. 1 O4,O0 berkurang sebesar Rpa.373.839. 464,,OO

menjadi sebesar Rp3.586.6O6.640,00

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula
sebesar Rp843.O34.00O,00 bertambah sebesar Rp5.767.6 18.080,00
menjadi sebesar Rp6.6 1 0.652.080,00

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keseta-raan semula
sebesar Rp15f .677.900,00 berkurang sebesar Rp1 13.842.00O,00
menjadi sebesar Rp37.835.9O0,00

Harus mernenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2O2O

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar
Rp19.4O2.9 17.900,00 bertambah sebesar Rp16a.998.500,00 menjadi
sebesar Rp19.567.916.400,00 atau 4,95o/o dari total Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp395.O5O.754.69 1,O0. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fhsilitas Pelavanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah lGbupaten / Kota (Kesehatan ibu Hamil) semula sebesar
Rp3.038.344.900,00 bertambah sebesar Rp42.000.000,00 menjadi
sebesar Rp3.O88.343.40O,O0;

2) Kegiatan Penyediaan Iayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Kesehatan Ibu
Bersalin) sebesar Rp449. 585.000,00;
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3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarala dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar
Rp3.330.575.000,00;

4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, hasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota (Kesehatan Balita) semula sebesar
Rp 1 . 306. 046. 500,00 bertambah sebesar Rp30.000. 000,00 menjadi
sebesar Rp 1 .336.046. 50O,0O;

5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia Pendidikan dasar) sebesar Rp 1 .795. 240. 000,00;

6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
u sia ProdulrLif) sebesar Rp2. O63.375.00O,0O;

7) Kegiatan Penyediaan t ayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UXlVl

dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia lanjut) sebesar Rp806.54 5.OOO,00;

8) Kegiatan Penyediaan l,ayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
penderita hipertensi) semula sebesar Rp I 1 3. 1 30.000.00 bertambah
sebesar RpO,OO menjadi sebesar Rp I 1 3. I 3O.OOO,0O;

9) Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Ruj ukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
Penderita Diabetes melitu s) sebesar Rp 1 . 0 53. 972. 6-15,00 ;

10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp627.680.000,0O;

1l) Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia) semula sebesar Rp771.O99.125,00 bertambah
sebesar Rp42. 000. 000,00 menjadi sebesar Rp8 1 3.099. I 25, 0O;

12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga
tuberkolosis) se.mula sebesar Rp4.O47.324.700,00 bertambah
sebesar Rp43. 0O0.00O,00 menjadi sebesar Rp4.O9O.324.700,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minima I dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 20 19 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
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Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

Selisih lebih b 3

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pirnpinan dan anggota DPRD, telah
sesuai dengan ketentuan peratur€rn perundang-undangan.

(3) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati sebesar Rp6.926.080,0O, yang diperuntukan bagi
Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, amarrat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal
33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2O2O, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Peke{a Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan butir D.16.a. 1)j).(5) l,a:npiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bag BupaS/Wakil Bupati sebagairnana
tercanturn dalam Tabel 13 sebagai berikut:

4-

NO KOMPONEN PERHITUNGAN
APBD TA 2023 P-APBD TA 2023
JUMLAH [Rp) JUMLAH (RpI

1 Penerimaan
l. 1 14.260.000,00a Belanja Uang Represe.ltasi DPRD 1.1 14.260.000,00

b Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Belanja Tuniangan Jabatan DPRD

155.996.400,00
155.996.400,0C

C 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00
Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan DPRD
Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya DPRD

139.034.700,OO
139.034.700 00

20.279.700,OO
e 20.279.700,OO

2 Jumlah Penerimaarr 3.045.247.800,00 3.O45.247 .aOO,OO
Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah
Penerimaan x 496)

i21.809.912,00 12 r.809.912,00

4 Alokasi Belanja Iuran Jaminar
Kesehatan DPRD pada APBD 121.809.912,00

121.809.9 r2,00_
o,ooo,oo

d.



-62-

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

Bertlasarkan tabel diatas. besaran alokasi anggaran luran
jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yang diperuntukan bag Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai beriku.t:

( 1) Penyediaar alokasi €rnggErran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Ke{a dan Jaminan Kematian yang diperuntukan
bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a ASN sebesar
Rp969.803.100,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar
Rp2.909.409.400,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (ll
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sslagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017
dan butir D.l6.a. 1)j).(6) t ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
l,ampung Selatan harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke{a ASN
seharusnya sebesar Rp960.868.227,75 atau O,24o/" dari
gaji pokok sebesar Rp4OO.36 1.761.562,OO sehingga
terdapat selisih lebih sebesar Rp8.934.872,25;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya
sebesar Rp1.201.085.2A4,69 atau 0,30olo dari gaji pokok
sebesar Rp400.36 1 . 76 1 .562,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rpl.708.324. 1 I 5,3 1.

NO KOMPONEN PERHITUI,IGAN

Penerimaan

APBD TA 2023 P-ADBD TA 2023
JUMLAH (Rp) JUMI-AH (Rp)

I
66.108.000,00a. I3elanja Gaji Pokok KDH/WKDH 66.108.OOO,00

Belanja Tunjangan Keluarga KDH /WKDH 7.182.000,00
c Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 99.862.000,00

r73. r52.000,00
99.862.000,00

2 Jumlah Pe:rerimaan
Iuran valg harus dibayarkan (Jumlah
Penerimaar x 47o|

173.152.O00,00

3 6.926.080,00 6.926.080,00

+
Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
KDH/WKDFI pada APBD 6.926.080,OO 6.926.O80.00

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3l 0,oo

b. 7. 182.00000

0.00
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c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengernbangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(l) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp12.000.000,00.

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar
Rp25.0O0.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022
tentang Pedoman PenJrusunarr APBD Tahun Anggaran 2023.
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Ifubupaten Lampung
Selatan, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada
ketentuan Peraturan Pemer-intah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tenlang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Deu'an
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar
Rp30.533.313.656,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran
Pemenntah Nomor I Tahun 2O23 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelal<sanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan
Ernggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunja,ngan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar
RpI.l 14.26O.000,00 alokasi Belanja Uaxg Representasi
DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Deu'an
Perwakilan Rakyat Daerah sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:
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Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

APBD TA 2023

JUIyILAH GAJI
POKOK DAN UANG

REPRESENTASI
tRp)

25.200.OOO,O0

60.480.OOO,OO

o oo

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula sebesar
Rp 1.6 I 5.677. 000,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peratu ran
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 1457o Cari uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan untuk mempertahankan kesesuaia;,r alokasi
anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rp 139.034.700,00;

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan
Anggota DPRD semula sebesar Rp8.820.000.000,00 telah
sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 hurufc Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2O23 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

NO URA,IAN JUMLAH PIMPINAN DAN
ANGGOTA

JUMLAH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

JUMLA}I GAJI
POKOK DAN

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

I
Ketua (setara dengan gaji
pokok Gubernur) I

3

1 25.200.00O.00

2
Wa-t<il (8oolo dari uang
representasi Ketua
DPRD)

tfi.t3t.923,20

3 Anggota {757" d:u-i uarlg
reprentasi Ketua DPRD)

46 869.400.O0O,0O 46 869.400.OO0,O0

4 Jurnlah Pimpinan dan
Angggota 50 955.080.OOO,OO 50 955.O80.000,O0

Uang representasi x 14
Bulan) 50 1. l 14.260.000,00

1. 1 14.260.OOO,O0

50 1.1 14.260.O00,O0

Alokasi uang representasi
pada APBD 1. I l4.260.000,00

0,00

P.APBD TA 2023

Selisih lebih bayar



-65-

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan

Anggota DPRD

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar
Rp2.205.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tenlang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16

Belanja Tunjangan Reses DPRD

Alokasi Tunjalgan
Reses a APBD
Selisih

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar
Rp7.164.O00.000,00 harus mempedomani Feraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 ter.tarrg Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Irlomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

NO UANG
REPRESENTASI

(Rp)

P- APBD "IA 2D23

JUMLAH
PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

I

7 x dari uang
representasi Ketua
DPRD selama 12
Bulan

50

50

50
2. i00.oo0,00

Jumlah Pagu
8.820.000.000,00 8.820.000.000,00

2

Alokasi Tunjalgarr
Komunikasi
lntensif pada
APBD

2.100.000,o0 50 2.100.oo0,oo

3 0.00 0.00

NO KOMPONEN
PERHITUNGAN

APBD TA 2023 lll
APBD TA 2023

l2l

UANG
REPRESEI{TASI

(Rp)

J UMI.AH
PIMPINAN DAN

ANGGCNA DPRD

UANG
REPRESENTASI

(Rp)

1

7 x dari ualg
representasi Ketua
DPRD (KKD Tingsi)

50
2.205.000.000,r)o

50 2.205.000.000,00

2 50 2.205.000.000,oo 50 2.205.000.000,00
o,oo o,o0

KOMPONEN
PERHITUNGAN

APBD TA 2023
JUML,AH

PIMPINAN DAN
ANGGOTA

DPRD

2. ro0.000,00

Selisih

JUMT,AH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD
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Sarana dan Prasarana Ke{a Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1l Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar
Rp8.280.000.000,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut
diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratural
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan darr Anggota
DPRD Provinsi.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar
Rp453.600.O0O,00 Telah sesuai ketentua:r Pasal 22 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077 tentang
Fengelompokarr Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggunglawaban Dana Operasional,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasiona-t Pimpinan DPRD

0 00

NO KOMPONEN
PERHITUNGAN APBD TA 2023 APtsD-P TA 2023

I

Ketua DPRD
6xlorgxUalg
Representasi Ketua DPRD
x 12 bulan

6x 1x2.100.000 x 12
= tsi.200.000,00

3x I x2.100.000x 12
= l51.2OO.0OO,OO

2

Wakil Ketua DPRD
4x3OrangxUang
Representasi Walil Ketua
DPRD x 12 Bulan

4 x 3 x 2.10O.O00 x 12
= 302.400.000,00

Jumlah Dana Operasional 453.OOO.OOO oo
453.000.000.00

453.OOO.OOO,O0
Alokasi pada APBD 453.O00.OO0,00
Selisih 0,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
I Tahun 2023 dar^ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

4 x3x2.lOO.000x 12
= 302.400.000,00
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Daerah serta Pelaksanaal dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahar dan
tunjangan transportasi mengalami kenaikarr, harus
memperhatikan asas kepa.tutan, kewajaran, rasionalitas,
standar narga setempat yang berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara yan.g dilakukan secara
selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (l) dan ayat (2)

Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

4) Belanja Penerimaan l,ainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar
Rp600.000.000,00 atau O,l7o/o dai total Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp358.888.9 1 7 .2OO,OO dapat dianggarkan dan penentuan
besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (21 Peraturan Pemerintah
Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten l,ampung Selatan telah memenuhi a-lokasi urnggara.n
dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepa-la Daerah. Selanjutnya, penggunaan
penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf
h Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 20O0 tentang Kedud,rkan
Keuangan Kepala Daerah Can Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula
sebesar Rp l0 l 618. 178. 061 ,OO berkurang sebesar
Rp5.229.245.535,00 menjadi sebesar Rp95.868.730.290,00 atau
4,25yo dan total belanja daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00
yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(a) belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban keq'a ASN

semula sebesar Rp95.547.975.825,O0 berkurang sebesar
Rp5. 036. 745. 535,00 menjadi sebesar Rp90. 5 1 I . 230. 290,00 ;

(b) belanja tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas
ASN sebesar Rp72.0O0.000,00

(c) belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

ASN semula sebesar Rp5.478.000.000,O0 berkurang sebesar

Rp192.500.000,00 menjadi sebesar RpS.285.500.000,00
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dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pega.wai, aspek
efektivitas, eflsiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggarar
sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D. 16.a.1)j).(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutrya, Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetuj uan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupa.ti dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah me:ldapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka terlib administrasi dan kepastian pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran rrominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2O23 dibandingkan dengan
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran 2022.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif la.innya
ASN semula sebesar Rp160.930.301.500,00 bertambah sebesar
Rp2.228.7 03.77 O,OO menjadi sebesar Rp 163. f 59.O05.270,00 atau
7,23o/o dari total belanja daerah setresar Rp2.255.52 1.963.600,00
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belalja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
semula sebesar Rp821.872.5O0,00 berkurang sebesar
Rp86.848.730,00 menjadi sebesar Rp735.023.770,00;

b) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar
Rp 1 38.5 19.9O9.OOO,OO;

c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar
Rp2.800.750.000,00;

d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagt ASN sebesar
RpS.042.16O.000,00;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp 13.745.61O.OOO,00

bertambah sebesar Rpl.124.452.5OO,OO menjadi sebesar

Rp14.870.062.500,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

( 1 ) Belanja Honorarium Penanggungiawaban Pengelola Keuangan

semula sebesar Rp12.595.680.000,00 bertambah sebesar

Rpl.24 1.4O2.500,00 menjadi sebesar Rp I 3.837. 082. 500,00 ;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar

Rp1.149.93O.OOO,OO berkurang sebesar Rpl 16.950'000,00

menjadi sebesar Rp I .032.980.000,00;
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(3! Belanja Belanja Jasa Pengelolaan Badan Milik Daerah sebesar
Rp1.191.100.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
20lO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2O23 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalarn peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimal2
maksud butir D. 16.a. 1)j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima
insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewaja,:an dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungiawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objelrtif daerah.

b) Pasal 3 ayat (l) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D. 16.a. 1)j).(9) Lampiran Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifita s, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapaian sasarErn program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kineda kegiatan dimaksud serta standar harga

satuan yang ditetapkan oleh Bupati '

c) Pasal 3 ayat (21dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

21 Tahun 2O16 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Opemsional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
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Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belania Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Beianja Barang dan Jasa

Penyediaan anggai€rn Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp583.631.363.323,00 berta.mbah sebesar Rp24.479.3O2.855,0O
menjadi sebesar Rp608. 1 10.666.178,00 atau 26,96%o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.6O0,OO harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dUual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemeriniahan Daerah guna pencapaial
sasaran prioritas daerah yang tercantum da-lam RPJMD pada OPD
terkait dengan memperhatikan aspek efeldivitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1)

dan Pasal 59 Pera.turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara iain
tercantum pada objek:

1) Belanja Barang semula sebesar Rp88.893.384.633,OO bertambah
sehsar Rp13.876.057.893,00 menjadi sebesar
Rp102.769.412.526,00 atau 4,56V;odari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp88. 893. 384.633,00 bertambah sebesar Rp I 3. 876. 057.893,00
menjadi sebesar Rp1O2.769.442.526,OO atau 4,560/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

b) Belanja Bahan-Bahan Bangunal dan Konstruksi semula
sebesar Rp290.669.600, 00 berl<urang sebesar Rp46. 1 85. 540,00
menjadi sebesar Rp244. 484.060,00;

c) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula sebesar Rp274. 102.100,00
bertambah sebesar Rp62.958.000,O0 menjadi sebesar
Rp337.060.100,00;

d) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp509. O24. 35O,OO berkurang sebesar Rp32.86O. 70O,O0 menjadi
sebesar Rp476. 1 63.650,00;

e) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula sebesar
Rp 1 16. 1 9 1. 1 O0,00 berkurang sebesar Rp 1 8.252. 500,0O menjadi
sebesar Rp97.938.60O,00;

f) Belanja Bahan-Bahan l,ainnya semula sebesar

Rp7.870.3B9. 27 8,OO bertambah sebesar Rp l. 1 59.463.533,00
menjadi sebesar Rp9.029.852.81 1 ,00;
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g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rp18.419.462.100,00 bertambah sebesar
Rp2. 048.4 1 6. 900,00 menjadi sebesar Rp2O.a6a.4 16.900,0O;

h) Belanja Alatr'Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahal Cetal< semula
sebesar Rp12.360.000,00 berkurang sebesar Rp12.36O.0O0,O0
menjadi sebesar Rp0,00;

i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
semula sebesar Rp I .251 .985.600,00 bertambah sebesar
Rp 1 02.227 .OOO,OO menjadi sebesar Rp I . 354. 2 1 2.60O,OO;

j) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula
sebesar Rp935. 1 79.600,00 bertambah sebesar Rpa6.660. 200,00
menjadi sebesar Rp98 1.839.800,00;

k) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Perlengkapan Dinas
semula sebesar Rp1.554.580.300,00 ber tambah sebesar
Rp280.095.2OO,00 menjadi sebesar Rp1.834.675.500,00;

1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
Pendukung Olahraga sebesar Rp4O.354.300,00;

m) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera
Mata semula sebesar Rp241.163.500,00 berku rang sebesar
Rp5. 270.00O, 00 rnenjadi sebesar Rp235.893. 5O0,00;

n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat,/ Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp 186.471.O00,00
berkurang sebesar Rp69.197.300,00 menjadi sebesar
Rp I 17.273.700,00;

o) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp 1.43 1. 198.400,00
bertambah sebesar Rp2.777.9OO,OQ menjadi sebesar
Rp1.a33.976.300,00;

p) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula sebesar
Rp230.549.500,00 berkurang sebesar Rpl 5.OO0.O00,0O menjadi
sebesar Rp2 I 5.549. 500,00;

qJ Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp22.000.000,00;

r) Belanja Natura dan Palan-Pakan sebesar Rp65.6a9.500,00;

s) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar
Rp12.781.180.000,00 berkurang sebesar Rp983.360.000,00
menjadi sebesar Rp 1 1.797.820.0O0,00;

t) Belanja Makanan dan Minurna;a Jamuan Tamu semula sebesar
Rp6.146.725.000,00 bertambah sebesar Rp644.655.000,00
menjadi sebesar Rp6.79 1.38O.0O0,00;

u) Belanja Makanan dan Minurnan Aktivitas La.pangan semula
sebesar RpI0.836.667.500,00 bertambah sebesar
Rp7 .7 7 4.48O.000,00 menjadi sebesar Rp I 8.6 I 1 . I 47. 5OO,00 ;

v) Belanja Pakaian Olahraga semula sebesar Rp498.652.60O,O0
bertambah sebesar Rpl 10.219.000,00 menjadi sebesar

Rp608.871.600,00;



-72-

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas
darr fungsi OPD, standar kebrrtuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dal volume pekerjaan serta
mernperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengan menerapkan ctigitahsasi pengelolaan administrasi
dalam rangka efisiensi dan efektilitas penggunaannya sesuai
ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tallun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2O2O,
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahurt 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy21a1"1 semula
sebesar Rp3.717. 125.805,00 bertambah sebesar
Rp2.077.5 13.800,00 menjadi sebesar Rp5.794.639.605,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkaa dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sLrb

kegiatan guna mencapai target kine{a yang ditetapkan sesuai
ketentuan.Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D. 16.a.2).c).( I ).(b) dan butir D. 16.a.2).c).( 1).(c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/ diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.

2) Belanja Jasa semula Rp231.913.3a3.676,OO berkurang sebesar
Rp2.400.833.750,00 menjadi sebesar Rp229.5 I 2.509.926,00 atau
l0,l8yo dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00
yang antara lain diuraikan ke da-lam rincian objek:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp162.355.303.776,0O
berkurang sebesar Rp3.088.379.100,00 menjadi sebesar
Rp159.266.92 4.676,00 alau 7,060/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00.

b) Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:
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( I ) Honorarium Narasun:.ber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, Can Panitia semula sebesar
Rp5.930. 340. 000,00 berkurang sebesar Rp722. 540.000,00
menjadi sebesar RpS.2O7.800.0OO,0O;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rpll.172.670.000,00
berkurang sebesar Rpa.339.92O.0O0,O0 menjadi sebesar
Rp6.832.750.000,00;

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula
sebesar Rpl.987.550.000,00 bertambah sebesar
Rp4. 33 1 .95O. OOO,O0 menjadi sebesar Rp6. 3 1 9. 500.OOO,OO ;

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan semula sebesar Rp1.500.000,00 bertambah
sebesar Rp33. OOO.OOO,00 menjadi sebesar Rp34. 5OO.OO0,O0 ;

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar
Rp2. 737. 055.600,00 berkurang sebesar Pq37.6 I 9.600, 00
menjadi sebesar Rp2.699.a36.OOO,0O;

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum sebesar Rp 182.600.000,0O;

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp2.970.680. 000,00 berkurang sebesar Rp77.8 1 O. 000,00
menjadi sebesar Rp2.892.87O.O00,00;

Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula
sebesar Rp107.500.000,00 berkurang sebesar
Rp2. 5O0. 000,O0 menjadi sebesar Rp 1 05.O0O. 0O0,OO ;

Belanja Jasa Tenaga Adn:inistrasi semula sebesar
Rpa3.695.332.800,00 berkurang sebesar
Rp 1 . 1 75. 250. 000,00 menjadi sebesar Rp42.52O.O82.800, 00 ;

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar
Rp2.a24. 800.000,00 berkurang sebesar Rp I 2 5. 1 00. 0C0,00
menjadi sebesar Rp2.299 .7 OO.0O0,0O;

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
Rp5.826.320.000,00 berkurang sebesar
Rp2.97 4.42O.000,00 menjadi sebesar Rp2. 85 1.9OO. 000,00 ;

Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar
Rp2.7 4 4.2OO.OOO,00 berkurang sebesa.r Rp235. 92 5. 000, 00
menjadi sebesar Rp2.508.275.000,00;

Belanja .lasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp7. 1 95.800. OOO,OO bertambah sebesar Rp f I 9.400. 000, 00
menjadi sebesar Rp7 3 I 5.2O0.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar
Rp I . 756.800. 0O0,OO bertambah sebesar Rp I 69.6O0. OOO,OO

menjadi sebesar Rp1.926.4 0O.O0O,OO;
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(15) Belanja Jasa Tenagie Supir semula sebesar
Rp 1 .078. 800. 000,00 bertambah sebesar Rp2 50. 800. 000, 00
menjadi sebesar Rp 1.329.6O0.000,OO;

(16) Belanja Jasa Tenaga Inrormasi dan Teknclogi semula
sebesar Rp986.000.000,00 berkurang sebesar
Rp206. 2 50.000,00 menjadi sebesar Rp779. 750. 000,00 ;

(17) Belanja Jasa Iklan/Reklarr.e, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp7.903.334.401,00 berta.mbah sebesar
Rp8 1 9. 504. 000,00 menjadi sebesar Rp8.7 22.838.40 1,00;

(18) Belanja l,angganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula
sebesar Rp2.639.372.OOO,OO bertambah sebesar
Rp44.69 I .0O0,00 menjadr sebesar Rp2.684. 063. 000,00;

( 1 9) Belanja liawat/Faksimili/lnternet./TV Berlangganam semula
sebesar Rp4.7 52.7OO.OOO,OO bertambah sebesar
Rp32.600. 000,00 menjadi sebesar Rp4. 785.300.O00, 00 ;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sas€rran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar
na-rga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaarl jasa yang didasarkar pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalarn sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kine{a pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian / profesi secara
spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengal ketentuan peraturan perundarlg-
undangan serta sebagai inrbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layana.n antara lain listrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir
D.16.a.21.c1.(2).(a) la.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 ter.tang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

c) Belanja luran Jaminan/Asuransi semula sebesar
Rp52.038.629.400,00 berkurang sebesar Rp1.032.9'14.3OO,00
menjadi sebesar RpS1.005.685.100,00 atau 2,260/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara
lain diurdikan ke dalam sub rincian objek Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp48.757.112.000,00
bertambah sebesar RpL.494.42O.700,00 menjadi sebesar
Rp50. 2 5 1 . 532.700,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan
Uniuersal Health Couerage (UHC) bagi seluruh penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Impung Selatan
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dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain
peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Peke{a Penerima
Uoah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya,
Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan wajib melakukan
integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan
Kesehatan Nasional guna terselenggarEmya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2).c\.(2).(b).v.viii) l"ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tefiang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan K-esehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola

sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda
sebagaimana <iimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tent-ang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum
pada:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP
Kelas 3 sebesar Rp41. 160.000.000,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula
sebesar Rp4.O92.144.000,00 bertambah sebesar
Rp362. 588. 700,00 menjadi sebesar Rp4. 454.7 32.700,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan,
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ke5'a, dan Belanja Iuran
Jaminan Kernatian bag pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) .yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagairnana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v,
D.16.a.21.c1.(2).(b)."i, D.t6.a.2l.cl.(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d),
dan D.16.a.2).c).(2).(e) Iampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Lentang Pedoman penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

( I ) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp6.775.269.500,00 bertambah sebesar Rp86.694.000,00
menjadi sebesar Rp6.861.963.500,00 atau 0,30olo dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 I .963. 600,00 lr'ang antara
lain diurail<an ke dalam sub rincian objek:
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(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rp1.524.000.000,00 berkurang sebesar
Rp574.5O0.OO0,00 menjadi sebesar Rp949.5OO.OOO,OO;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
semula sebesa-r Rp53.500.000,00 bertambah sebesar
Rp I 9. 000.000,00 menjadi sebesar Rp72. 500. 000,00 ;

(c) Belanja Sewa Alat Kantor l-ainnya semula sebesar
Rp2.442.27O.000,00 bertambah sebesar
Rp488.850.000,00 menjadi sebesar Rp2.93 1. 1 20.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar

Rp652.760.000,00 bertanrbah sebesar Rp1'/8.250.000,00
menjadi sebesar Rp83 1 .O 1O.OOO,OO atau 0,O47" dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 255. 52 1 .963.600,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar
Rp221.100.00O,0O berkurang sebesar Rp112.350.OOO,00

menjadi sebesar Rp I 08.750.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila trdak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan darr
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.l6.a.2l.cl.(21.(\ l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Pen5'ediaan angg€rran yang tercantum pada:

(1) Belanja ,Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp87a.800.000,00 bertambah sebesar Rp33.094.650,00
menjadi sebesar Rp907.894.650,O0 atau 0,047o dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 255. 52 1.963.600,00 yang antara
lain tercantum pada:

(a) Bela:rja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural sebesar Rp26 5.000. 000,00 ;
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(b) Belanja Jasa Konsttltansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Peke{aan Konstruksi Bangunan Gedung
sebesar Rp2O0.O0O. O0O,tlO.

(2) Eelanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rp1.945.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.330.72O.O00,00
menjadi sebesar Rp4.275.72O.000,00 atau 0,197o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255. 52 I .963.600,00 yang antara
lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar
Rp2 5.000.000,00 menjadi sebesar Rp75.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Peilelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar

Rp1.560.000.000,00 bertambah sebesar

Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar

Rp3.160.o00.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp720.OO0,00

menjadi sebesar Rp720.000,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi t ayanan-Jasa
Survei semula sebesar Rp90.OOO.OOO,00 bertambah
sebesar Rp855.00O.000,00 menjadi sebesar

Rp945.000.000,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Konsultasi Manajemen sebesar Rp75.O0O.OOO,OO;

(fl Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi l,ayanan-Jasa
Khusus sebesar Rp20.000.000,00;

Dapat dianggarkan narnun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di a.tas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas pemmusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja. modal adalah sebesar harga
beli/ bangun aset ditambah seluruh belar,ja yang terkait dengan
pengadaanr/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai
ketentuan butir D. 16.a.2).c).(Z).(g) l^ampiran Peraturan llenteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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f) Belanja Kursus/Pelatihal, Sosialisasi, Bimbingan Telcris serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rpa.852.82 1.000,00
berkurang sebesar Rp908.269.000,00 menjadi sebesar
Rp3.944.552.000,00 atalu O,17Vo dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521 .963.6O0,CO yang antara lain tercantum
pada:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar
Rp1.666.230.000,00 bertambah sebesar Rp10.432.OOO,0O
rrrenjadi sebesar R.p I .67 6.662.O0O,OO;

(2) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar

Rp1.071.591.000,00 berkurang sebesar Rp833.701.000,00
menjadi sebesar Rp237.890.000,O0.

(3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp2.115.000,00
berkurang sebesar Rp85.0O0.000,0O menjadi sebesar
Rp2.03O.OOO.000,00.

Dapat dianggarkar narnun dalam pelaksanaannya dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas pengguna€rn anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan €rnggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp26.aO9.522.000,00 bertambah sehesar Rp8. 1 80. 870.300,00
menjadi sebesar Rp34.590.392.300,00 dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2Ol7 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewzrn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahr.rn 2018, Pembiayaan dan Pelaksaraan
Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kernenterian
Dalam Negeri Nomor 188. 1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.
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Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
diiakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan arggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menyelen g;alakan pendidikan dan pelatihan, birnbin gan teknis,
sosiahsasi, utorkshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam
rangka sertilikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan pen ularan
Corona Vints Disea.se- 19 sesuai ketentuan butii:
D. 16.a.21.c1.(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 ter.tang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Vins Disease
19 di berbagai aspek kehidupzm dan pemanfaatan teknologi
informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingart
teknis, sosialisasi, u.torkshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara uirhtal maupua hybrid sesuai ketentuan
butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peratu ran Menteri Dalam
NTegeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggxan 2023.

3)Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp17.443.395.150,00
bertambah sebesar Rp570.531.897,O0 menjadi sebesar
Rp18.013.927.O47,OO atau 0,807o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp13.096.0659.000,00 berkurang sebesar Rp181.251.700,00
menjadi sebesar Rpl2.9l5.4O7.3OO,OO atau O,57o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

( I ) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
sebesar Rp3.218.390.000,00 berkurang sebesar
Rp 1 I 7. 1 60.000,00 menjadi sebesar Rp3. I 0 1.230.000,00;
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(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar
Rp858.400.000,00 berkurang sebesar Rp70.300.000,00
menjadi sebesar Rp788. I 00.000,O0;

(3) Belarja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga-Alat Fendingin semula sebesar
Rp28.760.000,00 berkurang sebesar Rp21.57O.OOO,00
menjadi sebesar Rp7. 190.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Aiat
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Usel
semula sebesar Rp33.OOO.OOO,OO berkurang sebesar
Rp2. 000.000,00 menjadi sebesar Rp3 1 .000.000,00 ;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar
Rp612.000.000,00 berkurang sebesar Rp17.500.000,00
menjadi sebesar Rp594. 500. 000,00;

(61 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer
Jaringan semula sebesar Rp168.400.O00,O0 bertambah
sebesar Rp11.600.000,00 menjadi sebesar
Rp 180.000.000,00;

(7) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer
Unit Lainnya semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar
Rp3B.O0O.0OO,0O menjadi sebesar Rp38.OOO.OOO,OO;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp2.787.245.150,00 bertambah sebesar Rp133.283.497,00
menjadi sebesaf Rp2.920.528.647,OO atau 0,137o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,0O yang antara
lain tercantum pada:

( 1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar
Rp2.322.303. 100,00 berl:urang sebesar Rp91.716.503,00
menjadi sebesar Rp2.230. 586.597,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Cedung
Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebesar
Rp9.970.550,00.

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerl'a-Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula
sebesar Rp50.000.000 0O bertambah sebesar
Rp75. OOO.OOO,OO menjadi sebesar Rp 1 25. O00.OOO,OO ;

(4) Belanj a Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedu n g
Tempat Keq'a-Bangunan Gedung Tempat pertemuan semuia
sebesar Rp250.000.000,O0 bertambah sebesar
Rp 1 50.000. 000,00 menjadi sebesar Rp400. 000.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedu ng
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat pendidikan
sebesar Rp4.97 1.500,00;
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(6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Ter'rpat Kerja-Bangunan Gedung Ternpat Kerja Lainnya
sebesar Rol 5O.000.000,00.

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semuia
sebesar Rp1.559.491.000,00 bertambah sebesar
Rp500.000.100,00 menjadi sebesar Rp2.059.491.100,00 atau
O,O9o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.521.963.600,00 yang antala lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan
Listrik t ainnya sebesar Rp5.473.550,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan
Kabupaten semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar
Rp5O0. 000. 1 00. O0 menjadi sebesar Rp50O. 000. 1 00,00 ;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Bersih/Air Bal<u Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air
Baku sebesar Rp I .498.824.7O0,00.

Dapat dianggarkar: narnun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektrvitas, elisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran darr
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaa-n barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 28 Tahun 2O2O

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahrrn 2022 tentang Pedomar Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp76.763.653.000,00
bertambah sebesar Rp8.973.3O 1 .OOO,0O menjadi sebesar
Rp85.736.954.000,00 atau 3,807o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 I .963.600,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri autara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

( 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar
Rp29.447.498.00O,00 bertambah sebesar
RpS. 527 . 449.000, 00 menjadi sebesar Rp34.9T 4.9 47. 000, 00 ;

(2) Belanja Pedalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar
Rp41.226.O45.0O0,00 bertambah sebesar
Rp4.758.920.000,00 menjadi sebesar Rp45.984.965.000,00;
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(3) Belanja Pedalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula
sebesar Rp3.447.910.000,00 berkurang sebesa.r
Rp656.665.O00,0O menjadi sebesar Rp2.7 9 I .2 45.OOO,OO;

(4) Belanja Pery'alanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
sebesar Rp2.642.20O.000,00 berkurang sebesar
Rp656.403.000,00 menjadi sebesar Rp 1.985.797.000,0O;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kew4jaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannyajuga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkaa secara

transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undargan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2).c).(a) La.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 terrtang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kota pada Pemeintah Daerah penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksarakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir
D.16.a.21.c1.14).(a).iv L"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutrya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan
pe{alanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pernerintah Daerah penyelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah Daerah
peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(a).(a).v L"ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggann 2O2j.
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Berkaitan dengan itu, penyediaan .rnggaran belanja pe{alanan
dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan , antara lain telah rnemiliki pe{anjian ke5'a sama
an lara Pemerintatr Kabupaten La.mpung Selatan dengan pihak luar
negeri dan dalam pelaksana€rnnya juga harus berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 1 I Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman PerjaJanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil I(epala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di
Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan agar
menunda pelaksanaan pe{alanarr dinas ke luar negeri, kecuali
kegiatan yaurg bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 099/6937 /SJ tanggal 6 Desember 2O2 1

tentang Imbauan Menunda Perjaianan ke Luar Negeri.

Selain itu, pcnyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.827.774.OO0,00
bertambah sebesa.r Rp1.636.844.000,00 menjadi sebesar
Rp4.464.618.000,00 atau O,2Oo/o dari total belanja pada
Sekretariat l)aerah sebesar Rp2. 2 55. 52 I .963.600;

b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp27.075.480.000,00
bertambah sebesar Rp8.722.818.000,O0 menjadi sebesar
Rp35.798.298.OOO,0O atau 1,59o/o d,ari total belanja pada
Sekretariat'DPRD sebesar Rp2.255.52 1.963.600;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi seba gaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dal Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2O23 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan dan/ atau dalam rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam penerapan tatanan norrnal baru, produktif dan aman
CO\lID-lg fll fsr.bagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja vrajib dalam
rangka penairgan€rn dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak LainlMasyarakat semula Rp39.0a7.209.666,00
bertambah sebesar Rp3. 1 2 1 . O48. 607 ,OO menjadi sebesar'

Rp42.168.258.273,OO atau 1,87o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Fihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat semula sebesar Rp25.196.005.687,00
bertambah sebesar Rp2.425.100.000,00 menjadi sebesar
Rp27.62 1.105.687,00 yang diuraikan antara lain ke dalam sub
rincian objek:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar
Rp 1.217.05O.000,00

(2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula
sebesar Rp23.044.255.687,00 bertambah sebesar
Rp89 1 .600.000,00 menjad i sebesar Rp23.935855 .6a7,OO

dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaizrn dan sesuai
ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan €urggaran tersebut han-ya
untuk pemberian had iah pada kegiatan yang bei'sifat perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada
masyarakat, penanganan dampak sosia-l kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah rnilik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan
pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/ atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
yang penggun€rannya sudah drtentukan sesuai dengal ketentuan
peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir
D.16.a.2).c).(5).(a) I-a.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun lnggaran 2023.

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak
Lain/ Ma syarakat semula sebesar Rp13.851.203 .979,OO
bertambah sebesa.r Rp695.948.607,00 menjadi sebesar
Rp 14.542.852.586,00

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial semula sebesar
Rp6O.279.822.291,OO ber+-ambah sebesar Rp22.110.i85.726,00
menjadi sebesar Rp84.966.928.517,00 atau 3,77o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2. 255. 52 1.963. 600,00 yang tercantum pada:

1) Belanja Hibah semula sebesar RpS6J IS.222.291,OO bertambah
sebesar Rp22.1O7.6O6.226,OO menjadi sebesar
Rp78.822.828.517,00 atant 3,49o/o dari total belanja daerah sebesar

c
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Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp34.156.405.226,00 bertambah sebesar Rp296.7 14.43l,OO
menjadi sebesar Rp34.453. I 1 9.657,00

b) Belanja Hibah kepada BUMD semula sebesar RpO,OO bertambah
sebesar Rp400.00O. 0O0,0O menjadi sebesar Rp400.000.000,00

c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum indonesia semula
sebesar Rp22.558.817.065,00 bertambah sebesar
Rp I . 773. 49 I . 795,00 menjadi sebesar Rp24. 332.308. 860,00 yang

antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan kmbaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosiai yang Diberituk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undanga,n semula sebesar
Rp1.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp181.460.00C,00
menjadi sebesar Rp 1 .0 1 8. 5a0.000,00;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan lrmbaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yalg Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
semula sebesar Rp8.9315.932.965,00 bertambah sebesar
Rp3.2 1 2.566. 1 20,00 menjadi sebesar Rp 1 I .528.499.085,00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan l,embaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar
Rp13.042.884.100,00 berkurang sebesar
Rp 1.257.6 1 a. 325,00 menjarii sebesar Rp I 1 .785. 269 .7 7 5,OO ;

2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.56a.600.000,00
bertambah sebesar Rp2.579.500.000,00 menjadi sebesar
Rp6.144.100.000,00 atau O,27Y" dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00.

5. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar
Rp288. 422. 540. I 34,00 berkurang sebesa.r Rp I 3.334. 534.664,00 menjadi
sebesar Rp275.088.005.470,00 atau 72,2Oo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2. 2 55. 52 1 . 96 3. 600,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentatg Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset laianya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintal.al daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
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normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2O 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) L,ampiran Peraturan Menteri Da-lam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pecioman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada
perenczmazrn kebutuhan barang milil< daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (neu initiatiue) dall angka dasar (baseline) serta
penyusun.rn RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud butir D. 16.b.9) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwt 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatl<an Pasal 54 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Fresiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:
a. Belanja Modal Tanah semula sebesar RpO,OO bertambah sebesar

Rp335.000.000,00 menjad i sebesar Rp335. 000. 000,00;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp56.062.4 I 2. 358,00 berkurang sebesar Rp9 .392.7 a8. I97,OO menjadi
sebesar Rp46.669.664. 16 1,00 atau 2,O7%o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalan.r objek:
1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp44.031.000,00 atau O,OO2o/o

dari total belanja daerah sebesar Rp2.255. 52 I . 963.600,00 ;

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp741 .01 1 .8OO,OO

bertambah sebesar Rp213 .a77 .7 OO ,OO menjadi sebesar
Rp954.489.500.00 atau O,O4o/o d,ari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00.
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3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp243.494.060,00
bertambah sebesar Rp10.213.300,00 menjadi sebesar
Rp253.7O735O,O0 atau O,O1% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.6OO,O0.

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp5. 339.376. 700,00 bertambah sebesar Rp397 .7 7 8.OOO,OO menjadi
sebesar Rp5.737 154.700,00 atau 0,2 Solodari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00, yang diuraikan ke dalam rincian
objek:

a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp2.129.972.900,00
berkurang sebesar Rp1.209.888.600,00 menjadi sebesar
Rp920.084.30O,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar
Rp252.315.200,0O berkurang sebesar Rp83.240.100,00
menjadi sebesar Rp169.O 75.I OO,OO;

(2) Belanja Modal Alat Kantor l,ainnya semula sebesar
Rp I . 874.804. 700,00 berku rang sebesar Rp I . 1 23. 795. 500,0O
menjadi sebesar Rp75 1 .009.200,00;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Rp3.091.096.000,00 bertambah sebesar Rp1.520.223.800,00
menjadi sebesar Rp4.61 1 .3 19.800,00 yang antara lain diuraikan
ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Moda-l Mebel sebesar Rp 1.401.652.200,00
bertambah sebesar Rp1.040.187.200,00 menjadi sebesar
Rp2.44l 839.400,00;

(2) Belanja Modal Alat Pendingin sebesar semula sebesar
Rp893.655.800,00 bertambah sebesar Rp1O7.34O.00O,OO
menjadi sebesar Rp 1.000.995.80O,00;

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga l-ainnya (Home Use)

sebesar semula sebesar Rp559.757.900,00 bertambah
sebesar Rp346.0a0.100,0O menjadi sebesar
Rp905.798.0O0,0O;

5) Belanja Modal Alat Shtdio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sebesar Rp663.802.500.00 berkurang sebesar Rp149.025.200,00
menjadi sebesar Rp514.777.300,00 atau O,O2o/<dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang antara lain diuraikan ke
dala m rincian objek:
a) Belanja Modal Alat Studio semula sebesa.r Rp369.201.300,00

berkurang sebesar Rp60.869.500,00 menjadi sebesar
Rp3O8.331.8OO,OO yang arrtara lain diuraikan ke da-lam sub
rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Peralatan Studro Video dan Film semula
sebesar Rp243.955.600,0O berkurang sebesar
Rp35.6 I 6. 500,00 menjadi sebesar Rp208.339. I 00, 00 ;
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(2) Belanja Modal Peralatan Sf.ldio Gambar sebesar
Rp13.235.000,00

b) Belanja Modal AIat Komunikasi semula sebesar
Rp98.98 1. 5O0,OO bertambah sebesar Rp24. O24. OOO,OO menjadi
sebesar Rp1 23.005.500,00

6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.732.453.800,00
bertambah sebesar Rp 1 .444. 1 83.600,00 menjadi sebesar
Rp4.176.637.400,00 atau 0,187o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255 521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semr.rla sebesar
Rpt.76a.757.500,00 bertambah sebesar Rp1.438.72O.7OO,OO
menjadi sebesar Rp3.2O7.478.200,00 yang antara lain diuraikan
ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Personal Computer sebesar
Rpl.766.25'7.500,00 bertambah sebesar Rp63.720.700,00
menjadi sebesar Rp 1.829.978.20O,O0O0;

(2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar
Rp1.375.000.00000;

b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar
Rp963.696.300,00 bertambah sebesar Rps. 462.900,00 menjadi
sebesar Rp969.159.200,00 atau O,O4yodan total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam
rincian objek belanja: yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek:

(i) Belanja Modal Peralatan Personal Comryter sebesar
Rp839.a 16.3O0,00,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebesar Rp64.542.90000;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp5 1.050.972.588,00 berkurang sebesar Rp68 1.647.39 1,00 menjadi
sebesar Rp50.369.325.197,OO alau 2,23o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963 600,00 yang arrtara lain diuraikan ke dalam
objek:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula sebesar
Rp50.140.292.4O4,OO berkurang sebesar Rp731.647.391,00
menjadi sebesar Rp49.4O8.645.O 13,OO yang antara lain diuraikan
ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar
Rp50.134.O70.404,OO berkurang sebesar Rp731.6a7.391,00
menjadi sebesar Rp49.4O2.423.013,00 Selanjutnya, Belanja
Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke
dalam sub rinciarr objek:

(1) Belanja Modai Bangunan Gedung Kantor sebesar
RplT . 1. 47 .32O. 886,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar

Rp24.641 .952.385,00;
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(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keda Lainnya
sebesar Rp740.000.000,00

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU[) semula sebesar
Rp767.25O.O0O,O0

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar
Rp 1 63. 868. 1 49 .7 1 4,OO bertambah sebesar Rp447 .9O3.4 48, 00 menjadi
sebesar Rp 164.316.053.162,00 atau 7,29"/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rp1a9.287.958.820,0O berku;,'ang sebesar Rp351.706.690,00
menjadi sebesar Rp148.936.252.13O,0O atau 6,609/c dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00 yang diuraikan
pada rincian objek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp148.936.252.130,00;

b) Belanja Modal Jalan l^ainnya sebesar Rp2.516.5OO.OOOOO;

2) Belanja Modal Bangunan Air sebcsar 12.304.801.032

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp17.177.505.474,OO berkurang sebesar Rp3.993.O42.524,OO
menjadi sebesar Rp13.184.462.950,00 atau 0,58olo dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang diuraikan ke dalam
objek:
1) Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya BOS semula sebesar

Rp 16.87 1.967 .O7 4,OO berkurang sebesar Rp4. 184.804. 424,OO
menjadi sebesar Rp12.687.162.650,00 atau 0,567o dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 1 .963.6OO,OO;

2) Belanja Moaaf Bahan Perpustalaan semula sebesar
Rp305. 538. 400,00 berta.mbah sebesar Rp 1 9 1 . 76 1 .900,00 menjadi
sebesar Rp497.300.30O,00 atau O,O2o/o darr total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00;

3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula sebesar
Rp263. 500. 000,00 berkurang sebesar Rp50. 000.000,00 menjadi
sebesar Rp21I1.5O0.OOO,OO atau O,O17o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.52 1.963.600,O0.

Penganggaran belanja modal dilakul:an sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2422 te.ngsal 3O Maret 2022.

Selanjutnya, penyediaan angga-ran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
14.5t4.611.400,;

b. Belanja Modal Alat laboratorium semula sebesar
Rp709.802.300,00.
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Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang
kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyarakat.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COWD-L9 dan dampaknya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalar,r Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D.l6.c lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2422 rcntang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rp9.67 5.2O7 .0O0,O0 berkurang sebesar Rp6.54 1.O75.7 36,OO menjadi
sebesar Rp3.134.131.264,OO atau O,14"/" dari total belanja daerah
sebesar Rp2. 255.52 1 .963.600,00 dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta amanat peraturan peru ndan g-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Transfer

Penyediaan anggar€rn Belanja Transfer semula sebesar
Rp366.192.549.72O,OO bertamb{rh sebesar Rp13.659.844.976,OO
menjadi sebesar Rp379.852.394.696,00 atau 16,84o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2. 255. 52 1 .963. 600,00 yang diuraikan pada:

a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp22.717.770.000,00 atau 0,527o dari
total belanja daerah sebesar RpaaT .680.249.882,56 yang diuraikan
antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bagi I-Iasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rp2O.900.O0O.000,00 atau l07o dari total pendapatan
pajak daerah sebesar Rp2O9. 0O0. OOO. OOO,OO ;

telah merqenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
l}"h (sepuluh persen) daii Pajak Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

7
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c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar
Rp8.152.704.200,00 bertambah sebesar Rp5.649.763.889,00 menjadi
sebesar Rp 13.802.468.089,00 atau 6,28%o d.ari total Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp219.832.562.875,OO Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Lintas Kabupaten l,ampung Selatan semula sebesar
Rp3.865.131.000,00 bertambah sebesar Rp70.655.575,00 menjadi
sebesar Rp3.935.786. 575,00;

2l Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional semula sebesar Rp4.287.573.300,00 bertambah sebesar
Rp5.579. I 08.3 I 4,00 menjadi sebesar Rp9.866.68 1.5 i 4,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Peke4'aan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rak_vat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar
Rp707. 045. 3OO,00 berkurang sebesar Rp86.976.8OO,00 menjadi sebesar
Rp620.068.5OO,0O atau 4,24oh d.an total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kavt asan Permukiman sebcsa.r Rp14.64O.757.773,OO
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan
sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Prograrn Kabupaten / Kota semula sebesar Rp347. 500. O00, 0 0
berkurang sebesar Rp19.072.600,00 menjadi sebesar
Rp328.427.400,00;

2) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar
Rp281.445.300,00 berkurang sebesar Rp42.930.000,00 menjadi
sebesar Rp238.515.300,00;

3) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota
semula sebesar Rp32.500. 000,00 berkurang sebesar Rp 1 7. 583.600, 00
menjadi sebesar Rp I 4.9 1 6.4OO,0O;

4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota semula sebesar
Rp 1 0.000.000,0O berkurang sebesar Rp3. 050. 500,00 menjadi sebesar
Rp6.949.500,00;
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5) Kegiatan Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan semula sebesar Rp 12.000.000,00 berkurang sebesar
Rp2. 830.600,00 menjadi sebesar Rp9. 1 69. 4O0,00 ;

6) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha semula sebesar
Rp2 3.600.000,00 berkurang sebesar Rp I . 509. 500, 00 menjadi sebesar
Rp22.090.500,00;

Harus memenuhi indikator SPM Perurnahal Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18

tentang Standar Pelayanan Minirnal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stanciar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekeq'aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standa-r Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantiburnlinmas

Alokasi anggarErn untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar
Rp5.964.463.50C,00 bertambah sebesar Rp3.709.545.100,00 menjadi
sebesar Rp9.674.008.600,00 atau 25,157o dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteranmn dan Ketertibal Umum Serta Perlindungan
Masyarakat sebesar Rp38.461.892.100,00. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut ciiuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabu paten / Kota semula sebesar
Rp3. 1 1 6. 392. 200,00 bertambah sebesar Rp2.OO5.7 07 .700,00 menjadi
sebesar Rp5. I 22.099.900,00;

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula sebesar Rp1.192.488.100,00 bertambah sebesar
Rp923.037.400,00 menjadi sebesar Rp2. 1 I 5.525.500,00;

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula sebesar Rp556.72a.OO0,O0 berkurang sebesar
Rp29. 800.000,00 menjadi sebesar Rp526. 924. 000,00 ;

4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
semula sebesar Rp1 12.52 1.00O,OO bertambah sebesar
Rp 1 . 1 32.7 23. I OO,O0 menjadi sebesar RS, 1.24 5.2 44. I 00,OO;

5) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manu sia sebesar Rp24. 5 1 4. 000,00 ;

6) Kegiatan Pencegahan, Pen gendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota semula sebesar Rp961.424.2O0,OO berkurang sebesar
Rp322.123.100,00 menjadi sebesar Rp639.701.100,00;
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Harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahrrn 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penerapar Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri f)alam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Proyinsi dan
Kabupaten/ Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar
Rp1.140.680.400,00 bertambah sebesar Rp1.397.620.000,00 menjadi
sebesar Rp2.538.30O.400,00 atau 26,19o/o clari total Urusan Pernerintahan
Bidang Sosial sebesar Rp9.692.865.600,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilrtasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, L,anj ut Usia terlantar, serta. gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesal Rp986.48O.4O0,O0 bertambah sebesar
Rp 1 . 1 97.480.000,00 menjadi sebesar Rp2. I 83.96O.4OO,00;

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alarr, dan Sosial
Provinsi semula sebesar Rp154.200.000,0O bertambah sebesar
Rp20O. 1 40. OO0,OO menjadi sebesar Rp354. 34O. OOO, OO.

Harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Talun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosiai
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanal Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/ Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108
Tahun 2022 lentang Rencana Keq'a Pemerin tah Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Per rdapatanr dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23, Prioritas
Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), dianggarkan semula sebesar
Rp407.355.467.OO7,OO bertambah sebesar Rp5.498.038.778,OO
menjadi sebesar Rp412.863.5O5.785,00 atau 18,307o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, digunakan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan
aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan axtara sektor primer, sekunder,
dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, U satra Mikro, Kecil, dan Menengah
(IJMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
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partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikal sistem logistik,
percepatan transisi menuju Energr Baru dan Terbarukan (EBT),
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.
Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumhuhan yang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanj u tan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN1, akan dilakukan melalui 6 (delapan) Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PPl) dianggarkan Rp0,00;

2) Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rpl.009.207.71 1,00
bertambah sebesar Rp 152.500.000,00 menjadi sebesar
Rp1.161.7O7.711,00;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rp9. 1 80.393.535,00 berkurang
sebesar Rp38O. 920. aO0,0O menjadi sebesar Rpa.7 99. 47 3. I 35,00 ;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp3.643. 366.600,00 berkuran g
sebesar Rp 1 . O 1 4.32 3. 8OO,O0 menjadi sebesar Rp2.629 .O42.800,00 ;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp917.013.400,00
bertambah sebesar Rp49.OO4.3OO,O0 menjadi sebesar
Rp966.017.700,00;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar
Rp6. 867. 978. 058,00 bertambah sebesar Rp34.28O. I O0,00 menjadi
sebesar Rp6.902.258. 1 58,0O;

7) Peningkatan Ekspor Bemilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula
sebesar Rp383.620.a59.603,C0 bertambah sebesar
Rp6. 728.603. 578,00 menjadi sebesar Rp39O. 349.O63. 1 8 1,OO;

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8),

dianggarkan semula sebesar Rp2.127.048.100,00 berkurang
sebesar Rp7 I . I O5.O0O,00 menjadi sebesar Rp2. O55. 943. 1 00, 00.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp0,00, yang
diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pamdemi COVID'
i9 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangarl sumber
pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya
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hidup sehat dan berkelarjutan, mempercepat transformasi sosial
ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai
daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan
mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

c. Meningk-atkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula Rp2 1 4.282. 519.975,00 bertambah
sebesar Rp 1 2. 757. 85 1.620,00 menjadi sebesar Rp227 .O4O.37 1 . 595,00
atau lO,O7o/o dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963,00,
yang diarahkan pada keberlaajutan reformasi sistem kesehatan
nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta
reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, yaitu :

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

2) Reforrnasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4) Meningkatlan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan;

7) Meningkatkan produktivitas darr da;.a saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, -yaitu:
1) Pengenda-Iian Penduduk dan Pengrratan'Iata Kelola Kependudukan

(PPl) dafam rarlgka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan semula sebesar Rpl14.900.O00,00
berkurang sebesar Rp17.468.800,O0 menjadi sebesar
Rp97.431.200,00;

2) Penguatan Pela ksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkzrn pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp3.999. 389.600,OO bertambah sebesar Rp845. 2O I . 2O0,OO

menjadi sebesar Rp4.844.590.800,00;

3) Peningkatan Akses darr Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan
di seluruh wilayah dianggarkan semula sebesar
Rp16.257.679.000,00 bertambah sebesar Rpl.216.788.500,00
menjadi sebesar Rp17 .47 4.467.600,00;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)

dalam rangka menin6fiatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan semula sebesar,Rpf 85.668.9O6.225,00
bertambah sebesar Rp10.643.522.120,00 menjadi sebesar
Rpl96.3 1 2. 428.345,00;
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5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS) dafam
rangka meningkatkan perlindungan ana.k dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi,
polilik, dan ketenaga-kedaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwAausaha
dianggarkan semula sebesar RpL.223.2a2.80O,OO bertambah
sebesar Rp 1 98.7 I 0. 500,00 menjadi sebesar Rp 1 .42 1.993.300,00 ;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses
aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan
semula sebesar Rp466.332.9OC,OO berkurang sebesar
Rp 1 5. 060. 000,00 menjadi sebesar Rp451.27 2.9OO,OO ;

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula
sebesar Rp6. 552.029.450,00 berkurang sebesar Rp 1 I 3.842.000,00
menjadi sebesar Rp6.438. 187.450,00.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rp170.251.480.725,O0 bertambah sebesar
Rp9.035.080.140,00 menjadi sebesar Rp179.286.560.865,OO atau
7 ,95o/o dari total belanja daerah sebesar Rp2.2 55.52 1 .963.600,0O, yang
diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka
mendukung penlngkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanj utan.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
setragai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajtran kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membarlgun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreadf.

Mernperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)

dianggarkan semula sebesar Rp168.734.822.525,OO bertambah
sebesar Rp9.177.870.140,00 menjadi sebesar
Rpl77 .9 12.692.665,00;
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2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebuclayaan urrtuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar
Rp375.827.6O0,00;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp440.906.300,00 berkurang sehsar Rp69.859.400,00 menjadi
sebesar Rp37 1.046.900,00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagr
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)

dianggarkan semula sebesar Rp699.924.30O,00 berkurang sebesar
Rp72. 930.600,00 menjadi sebesar Rp626.993. 700,00.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar
Rp215.445.244.344,00 bertambah sebesar Rp9.011.135.962,00
menjadi sebesar Rp22 4.456.380. 306,00 atau 9,9 5o/" dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara.

Sasarar dan indikator utama PNS yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaal infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi dan kslsnagalistrikan;

5) Meningkatnya layanan infrastru ktu r TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS

dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PPl ) sebesar Rpl 18.435.196.774,OO

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp84.976.559.843,00

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp I 4. 1 56.957. 2 89,00

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar RpO,00

5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp6.887.666,400,O0

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meni.rgkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar
Rp5. 268. 434. 464,O0 bertambah sebesar Rp5.7 47 .47 5.200,00 menjadi
sebesar Rp11.O15.909.664,00 atau O,49o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.600,00 yang difokuskan pada upaya
menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masya-rakat dalam
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rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkal pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan
terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah
karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampal< bencana dan bahaya iklim:

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK

terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdid dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PPl) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kua.litas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut diangga"kan
semula sebesar Rp2.619.224.979,OO bertambah sebesar
Rp2.337 .42O.200,00 menjadi sebesar Rp4. 957. 045. 17 9,OO ;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatn5,a kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan
semula sebesar Rpl.785. 1 12.500,00 bertambah sebesar
Rp7 44.27 5.OO0,00 menjadi sebesar Rp2. 529. 387. 50O,OO

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka rneningkatkan
capaian perrurunurn emisi GRK terhadap ba.seline pada sektor
energi, lahan, limbah, IPPU. serta pesisir dan kelautan dianggarkan
semula sebesar Rp86a.096.985,00 bertambah sebesar
Rp2.665.380.000,00 menjadi sebesar Rp3.529.476.985,00.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar
Rp71.509.747.500,00 atau 3,17o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.521.963.600,00 yang diarahkan pada peningkatan
produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inktusif dan
berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan
pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan
korupsi, peningkatan ke4'a sama pembangunan internasional yang
menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan
dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanal beberapa
negara oi kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan sibcr.
Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-
kegiatan terkait perailu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan
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perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang
pelayanan publik difokuskan pada pelayanan pubtik berbasis
elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan
pen gawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwuiudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan dan
transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:
1) Terwujudnya. Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya

Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lrmbaga-lembaga Demokrasi
dan Teqaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebrjakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

S trategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Den-rokrasi (PPl) dalam rangka mewr{udkan stabiiitas
politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif,
integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar
Rp32.O72.466.400,00 bertambah sebesar Rp152.979.600,00
menjadi sebesar Rp32.225.846. O0O,OO ;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaaian keq'a sama
pembangunan internasional tidak dianggarkan;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegalan dan pelayanan hukum serta al<ses terhadap keadilan
tidak dianggarkan;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah dianggarkan semula sebesar RpS.181.269.600,00
berkurang sebesar Rp99.877.900,00 menjadi sebesar
RpS.081.391.700,0O;

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasronal (PPs) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar
Rp34.187.033.800,00 bertambah sebesar Rp15.476.000,00
menjadi sebesar Rp34.202.509.800,00

Daiam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan
telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel 5 sebagai berikut:
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Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Alokasi ,rnggurrzrn berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingliatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten l,ampung Selatan pada tahun 2023
sesuai ketentuan Per aturan Presiden Nomor lO8 Tahun 2022 terrtarrg
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,77o
sampai dengan 5,2olo;

b. Menurunnya kemiskinan oan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8,27o sampai dengan 8,67o; serta

c. Meningkatnya kesempatan ke{a, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,37o sampai dengan
4,6"/o.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembaii (reboundl l<ondisi sosia-l ekcnomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COWD-L9 serta setelah melalui pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten
Lampung Selatan sebesar 7O,48o/o sampai dengan 77,Olo/o.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten L^ampung Selatan harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

No Prioritas Nasional
P-APBD 2O23

Rasio
Terhadap
Belania
Daera-L

{'/'l(Rp) (Rp)

1

Memperkrrat Ketahanan Ekonooi
Untuk Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1 )

407 .365.467 -OO7 ,OO 412.863.505.785,OO 18,3

Mengembangkan Wilayah Untuk
Mengurangi Kesenjangan Dar
Meniamin PeEerataan {PN2)

o,o 0,o0 0,oo

3
Meningkatlan Sumber Daya
Manusia Yang Berkualitas Dan
Berdaya Sainc (PN3)

to,o7

4
Revolusi Mental Dal
Pembansunan Kebudavaan (PN4) 170.251.4aO.725,OO 179.286.560.865,O0 7 ,95

MeEpcrkuat lDfrastruktur Untuk
Mendukr.rig Pengembangan
Ekouomi dan Pelayanan Dasar
(PNs)

215.445-244-344,OO 224.456.380.306,O0 9,95

t)

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketaltanar:r
Bencana dal Perubahan lklirn
(PN6)

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayarta'r Publik (PN7)

5.264.434.464,OO I 1.015.909.664,O0 o, +9

7 71.441.169.800,00 71.509.747.500,00 3,17

Jumlai Alok;.si Anggaran dalam APBD

Total Belania Daerah

I .O44.054.316.315,O0 1.126.t72.475.715,OO 15.93

2.230.331 .447.069,OO 2.255.52 I .963.600,O0

APBD 2023

2

214.242.519.57 5,OO 227 -O40.37 1,.595,,OO
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a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
peke{a keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan ke4'a sama industri dan
talenta globai;

b. Pembangunan Infrastruktur, rnelanj u tkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan keg'a
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus La u.t.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birolcasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Tralsformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA mer{adi daya sarng manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial hagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel.6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten l,ampung Selatan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2O23

Prioritas Daerah

Trarrsformasi Pelayanan Publik
melalui Inovasi Penilgkatan
Kua-litas Tata Kelola
Pemerintahan dan A
Jumlah Alokasi Anggaran dala-m
APBD

Total Anggaran dalam
APBD 2023 (Rp)

at7 . t34 .697 .a6A ,OO

Total Anggaran dalam
P-APBD 2023 (Rp)

864.391.a71.199,OO

Rasio
terhadap
Belalja

Daerah l"/"1

t

2
Memperkuat lnfrastrukur untuk
Mendukung Pengembangan
Wilayah dan Pelayanan Dasar'

.18,32

to,7 3

3

Mempercepat Penanggulangan
Kemiskinan melalui Efektivitas
Kinerja Sektor Perikanarr,
Pariwisata Unggulan,
Perindustrian, dan UMKM serta
Kemudahan Investasi

25.185.O l4.a9(),OO 24.42936a.590,OO 1,',26

4

Meningkatkan Krralitas
Lingkungan Hidup dan
Penyediaan Rumah Layak Huni
untuk Mendukung Ketangguhan
Bencana

10.535.704.379,0O 16.223.A76.779,OO

1.138.664.421. 153,OO t.10 7 .532.7 46.O7 3,OO

2.254.600.504.300,00

49,10

2.229.442.943.709,OO
99,96

2.230.331.447.069,OO 2.255.521.963.600,O0Total Belanja Daerah

No.

MeningkatJ<an Sumber Daya
Manusia yang Berdaya Saing

237.523.1O5.479,OO 242.O22.641 .659,OO

o,72

J.
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5) Penanganan pandemi COWD-L9 dan menghadapi ancarnan yang
membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penangzrnan
pandemi COWD-L9 dan menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian daerah tersebut, agar rnelakukan penyesuaian alokasi
anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
yang diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha

daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/soclal sdfeQ net
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Perrggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peratura;l perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggar€rn untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp671.369.944.577,00 berkurang sebesar Rp1.554.648.582,00
menjadi sebesar Rp656.815.295.995 00 atau 29,72o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.9f,3.600,OO sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 7 sebagai berikut
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Tabel. 7

Alokasi Fungsi Pendidikan

I.PBD 2023I{o
1

Kotrpoqetl Perhltulgs.! P-APBD 2023
a Urusa.! Bidaag Peadiditan

Belaniq Pegawai

b Belanja Barang dan
Jasa

(: Belanja Hibah

66().256.653.327,OO 643.A59.47A.445,OO

476.s35.900.600,004q3.151.406.902,00

95.508.413.798,00

50.ooo.ooo oo

91.O79.t67 .379,OO

23.195-366.120,00
d. Sosial

2) Belania Modal
Belanja Modal Peralalan
dan Mesin

b Belanja Modal Gcdung
dan Banzunan

s90.810.434.099s88.709.820.700,OO

'26 -353 -7 35.7 2A 15.634.906.031

24.726.975.66524.32 t.1.29.425

16.a7 t.967 .O7 4c
Belanja Modal Aset Tetap
I^ainnya

d. Belania Bantuan Sosial

t2.6A7.t62.650

7 t.546.,l32.627
1.116.844.300

53.O49.O44.346
1.116.a44.300b Urusan Bidalg Xcbudayar!

1) Belanja Operasi:
a. Belania Pegawai 19.320.000

548.524.300b. Belanja Barang dan Jasa 548.524.300
a Hibah 549.OOO.OOO

d. Belanja Bantuan Sosial

2 Belan a Modal

Urusa! Bidalg Perpurtat.a! 4.4()3.254-OOO
I Belan a erasi:

a. Belanja Pegawai 2.780.082.600

b. Belanja Barang dan Jasa 1.3.12.162.0O0

549.OOO.OOO

4.726.4LO.4(r0

3.069.1 18.000

1.355.739.700
c. Belania Hibah

I d. Belania Bantuan Sosia.l
4.L22.244.@O 4.424.457.700

2) Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan
daIr Mest!

l)
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

l2a.ooa.400

153.005.000

1.13.377.300

188.575.400

281.O13.400 30r.952.700

d
Uru$i Bldslg Nep€raud.aan dr!
Olahrrlr 5.593.144.95() 7.t12.t62.A50
1) Belaaia Opera,si:

Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

2.643.693.OOO

2.O29.72a.950
850.000.000

2.497.118.500

3.735.277.350
c, Bela.nia Hibah 850.000.000
d. Belania Bantuan Sosial

5-563.421.950 7.O82.39s.850
2) Belanja Mqlial

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

Anggarai Fungsi Peadidlke.q {a+b)

'29.767.OOO 29.767.OOO

67 L.369 -944.577
29.767.OOO

556.a 15.29s.995
3 Tot.l Belerljr Daenh 2-23().33!.-44a.069 2.255.521.963.600

4 R..lo .a!grr.! pcldldll ! 12!31 r
100%

t

30,10

r

I

t

1) Belania Opera-si:

29.767.O@

29,L2
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Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 2O7o
(dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.l Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeii'i Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaraa 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam
mengalokasikan €rnggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
2Oo/" (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten l"ampung Selatan

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk program pada umsan bidang pendidikan semula
sebesar Rp660.256.653.327,OO berkurang sebesar
Rp16.397.174.882,00 menjadi sebesar Rp643.859.478.445,00 atau
98,03 o/o dari tota.l anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain
diuraikari dalam:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp473.O59.155.5O2,O0 berkurang sebesar
Rp3 1 . I 23.054 .602,00 menjadi sebesar Rp44 1.936. I 00.9O0,00 atau
67,28Yo dari total anggaran untuk fungsi pendidftan sebesar
Rp656.815.295.995,00

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar
Rp 1 87.073.68 1.425,00 bertambah sebesar Rpl4.7 25.879.7 2O,OO

menjadi sebesar Rp201.799.561.145,O0 at^u 3O,7 2o/o dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp656. 8 I 5. 295. 995,00

3) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp77.112.000,00
O,Olyo dai total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp656.815.295 995,00

4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar
Rp46.704.400,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi
pendidikan sebesar Rp656.8 1 5. 295.995,OO

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nornor 36
Tahun 2O2l tentang Pengupahan.
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b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula. sebesar
Rp460.401.116.851,00 bertambah sebesar Rpl2.344.988.227,OO
menj adi sebesar Rp47 2.966. 1 O5. 078, 00 atau 27,7 2o/o d,ari total belanj a
daerah di luar Caji ASN sebesar Rp2.255.521.963.600,00,
sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. S

Alokasi Anggaran Kesehatan

Korrponen Perhitungan

Belanja Transfer:
Belanja bantuan keuangan umum kepada
emerintah desa

Sub Kegiatan .... pada SKPD ..-

Iuran JaEinaIr Kesehatan ASN

Iuran Jaminal Kesehatarl Non ASN

Gaii ASN

1

5 ]Total Belanja Daerah tli tuar Gaji ASN

Rasio Anggaran Kesehatan 27.72vo

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten l^ampung
Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten
mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dengan berpedoman
kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O23 tentar,g
Kesehatan yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator
SPIvI Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai
berikut:

No APBD 2023
345.2O8.505.,150,O0

P-APBD 2023
a. Urusan Bidang Kesehata-n

1) Belanja Operasi:

a.Belanja Pegawai

395.O50.754.691,00

1b3.477 .17a337 ,oo 163.448.827.4s8,00

b.Belanja Barang da! Jasa 195.9a9.3a7.613,O0 203.495.030.733,00

800.000.000,00c.Belanja Hibah
jumlah

800.000.oo0.00

360.266.505.950,00 367.743.858. 191,O0

Belanja Modal

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

b. Belanja Modal Gedung dan Bangulan 4.904.102.600,00
21.161.293.900.O0

5.925.602.600,00

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

24.941.999.500,0O

220_OO0.OO0,O0

jumlah 27.306.896.500,O0

77.915.350.387,O0Belanja di luar Urusan Kesehatan yang
menuniang Kesehatan :

75.192.611.401,OO

2.587.365.OOO,O0 3.990.521.280,0O

23 .642 .394 .409 ,OO 23.507 .560.4ts,OO

48.757.1 12.OOO,OO

121.809.912,O0

50,251,532,700

Iurar Jaminan Kesehatan Bagi DPRD t21,4o9,912

luran Ja:rrinan Kesehatan Bagi I,OH/WKDH 6.926.OaO,OO 6.926.O80,O0

Medica.l Chek Up Bagi KDH/WKDH l2.ooo.ooo,oo
Medical Chek Up BaAi DPRD 25.000.ooo,0o

Total anggaran kesehatal 460.401.116.851,00

Total Belanja Daerah 2.230.33t.447.069,OO

12.OOO.OOO,OO

25.OOO.OOO,OO

2 472.966.1O5.O78,O0

3

549.O46.524.037,00 549.O46.524.037.0O

1.706.435.435.563,O0t.681.244.9L9.O32,OO

6 27 .34"/"

4

20.037.896.900,OO

2.255.521.963.600,O0
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1) Program pada urus€in bidang kesehatan semula sebesar
Rp385.208.505.450,00 bertambah sebesar Rp9.842.249.241,0O
menjadi sebesar Rp395.050.754.691,00 atau 23,15oh dari total
belanja sebesar Rp2.255.521.963.600,00, antara lain diuraikan
dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp257 .254.238.137,00 bertambah sebesar
Rp5O7. 199.4O8,OO menjadi sebesar Rp257.761 .a37.545,OO atau
15,11oh da:i-i total anggaran kesehatan;

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp 1 2 1 .O98.346. 5 1 3,OO

bertambah sebesar Rp8.136.312.233,00 menjadi sebesar
Rp129.234.658.746,OO atau 7,57o/" dari total anggaran
kesehatan;

c) Program Peningkatan Kapasitas Surnber Daya Manusia
Kesehatan semula sebesar Rp2.513.464.000,00 bertambah
sebesar Rp97 8.7 37 .60O,OO menjadi sebesar Rp3.492. 2O 1 .600, 00
atau O,2O%o dari total anggaran kesehatan;

d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp794. 250.000,00 berkurang sebesar
Rp7 1 2.7 7 9.7 00,00 menjadi sebesar Rp8 1 . 470. 300, 0O;

e) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semula
sebesar Rp3.548.206.800,00 bertambah sebesar
Rp932.779.700,00 menjadi sebesar Rpa.a80.986.500,00 atau
0,26,6 dan total anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rp24.941.999.500,00 bertambah sebesar Rp2.364.897.000,00
menjadi sebesar Rp27.306.896.500,00 atau 1,607o dari total
anggaran kesehatan sebesar Rp395.O5O.754.69 f ,OO.

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp75.192.611.401,00 bertambah sebesar
Rp2.7 22.7 3a.986,00 menjadi sebesar Rp77.9 1 5. 350.387,0O atau
4,56o/o dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp395.050.754.691 ,OO, yang diuraikan dalam:

a) Belanja bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa
untuk bidang Kesehatan semula sebesar Rp2.587.365.O00,00
berta mbah sebesar Rp 1.403.156.280,00 menjadi sebesar
Rp3.990.52 1.280,00 alau O,23%o dari total anggaran kesehatan.

b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar

Rp23.682.393.409,00 berkurang sebesar Rp17a.837.99a,00
menjadi sebesar Rp23.507. 560.4 I 5,00.

c) Iuran Jaminan Kesehatan non ASN semula sebesar

Rpa8.757. 1 12.000,00 berta.mbah sebesa.r Rp[.494.42O'700,00
menjadi sebesar Rp50.25 1 . 532. 700,00.
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d) Iuran Jaminal Kesehatan DPRD sebesar Rp121.809.9f 2,0O.

e) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp6.926.080,00.

f) Medical Check Up Bagi KDH/WKDH sebesar Rp12.000.O00,00.

g) Medical Check Up Bagi DPRD sebesar Rp25.000.0OO,0O.

Penyediaan alokasi €rnggar,rn untuk penurunan preualensi stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anal< baduta, penurunan preuolensi
kekurangan (under ueighfl pada anak balita dan menurunnya
preualensi uasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar
Rp 10.705.945.,+00,00 atau 0,637o dari total a.ngg€rran kesehatan
sebesar Rp395.050.754.691,00, sesuai ketentuan butir G.2.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Talrun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus
2O22 lentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah mjnimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O2l tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar
Rp954.6O3.981.760,00 berkurang sebesar Rp11.850.139.660,0O
menjadi sebesar Rp9a2.753.842.100,00 sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 9 sebagai berikut:
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Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan
publik paling rendah 4O%o (empat puluh persen) dari total belanja APBD
diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau
desa. Belanja bagr hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa
dilaksanakan sesuai ketentuair peraturan perundang-undangan,
sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. lO

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Komponen Perhitungan

Tabel 1O. I

Perhitungan Belanja I nfrastrulitur Daerah

I

No Komponen Perhitungan

Penerimaan

Junlah dalam Julnlah dalam
APBD 2023

tRp)

P- APBD 2023
{Rp)

t
Dana Trarsfer Umum
a) DAU
b) DBH
Jumlah Penerimaan

1.O 13.O 13.701.000,00 1.O 13.O 13.70 1 .OOO,OO

32.304.402.000,00 34.441.7AO.400,OO
1.045.318.103.000,00 1.047.455.487.400,00

2

Pengurang
a) DAU Tambahan

169.835.OOO,OOb) DBH yang bersifat eantnorked I l6.424.OOO,OO
c) ADD 90.597 .697.240,OO 104.53 1.810.300,O0
Jumlah Pengurang 90.714.t21.240,OO 104.701.645.300,00
Jumlah Dana Transfer Umum
yang diperhitungkan 954.603.98 i_760,00 942.7 53.842.100,OO

No

I

APBD 2023
Rencana

Perubahan APBD
2023

(Rp)

Total Belanja Daerai

(Rp)

2 .255 .52 | .963 .500

Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan atau desa:
a. belan a hasil 22.7 17 .770 .OOO

b ban tuan 343.47+.779.720
Jumlah a+b 366.r92.s49.720

22.7 t7.770.OOO
357 . 134 .624 .696
379 .852.394.696

r.864. 138.897.349 I .87s.669.568.904

750.267.A27.562

No Komponen Perhituogan
APBD 2023 Rencana

Perubahan APBD 2023

(Rp) (Rp)

Belaqia Moda.l 2a8.422.540.1:r4 oo 275.0aa.OO5.470

l) Tanah 335.0O0.000.O0

2) Peralatan dan Mesin 56.062.412.3s8,00 46 .669 .664 .t6t .OO

3) Gedung dan Ballgunan 51.o50.972.588,OO 50.369.325.197.00

4) Jalan. jaringan dan irigasi 163.868. r49.714.0O 164.316.053.162.00

t7 .r77.505.474.OO 13.184.462.950.005) Aset tetap lainnya

'2 .230 .33 I .447 .069

.+

Minimal Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik 745.655.558.940
x

Selisih (l -2)



No Komponen Perhitungan
(Rp)

263.500.OO0.00
6) Aset lainnya

Belanja Pemeliharaan
17.443.395.150.O0

19.51 2.304.460.OO

4.880.000.000.00

I a.o38.a 17.065.OO

2.872. iOO.O00.00

52 .429 .646 .O3t .O9 52 -429 -646 .O3 | .O9

.179 .2()6 .494 .3aO .O9 369.923.88 7.408.09
Persentase Belanja ln-frastruktur terhadap
Transfer ke Daerah yang Penggunaannya
bersifat Ulnu-rlt
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Belania Hibah

2 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Barrtuarr Keuangan

3 Jumlah Belanja lnfrastruktur Daerah (1+2)

APBD 2023 Rencana
Perutrahan APRD 2023

39,720/o

213.500.000.00

39,230/0

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menga.lokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau
pemeliha-raan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaarl layanan publik antar daerah paling rendah
40% iempat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi
hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar
Rp2.2O sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun turggaran 2023.

Selanjutnya, dnlam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 4Oo/o (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kurangnya 40%o sampai dengan Tahun Anggaran 2O27.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspeldorat Pemerintah Kabupaten l,ampung
Selatan semula sebesar Rpf 1.857.644.000,00 bertambah sebesar
Rp489.685. 706,00 menjadi sebesar Rpl2. 347 .329. 706,00 atau 0, 557o

dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 anta.ra lain
tercantum pada:

1) Program Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah

semula sebesar Rp10.273.503.800,00 bertambah seb€sar

Rp760.708. 306,00 menjadi sebesar Rp I I .034. 2 1 2. 1 06,00;

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar

Rp1.084.599.200,00 berkurang sebesar Rp175.210.OO0,00

menjadi sebesar RP930.278.600,00;

I
18.013.927.047.00
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3) Program perumusar Kebijaftan, Pendampingan dan
semula sebesar Rp499.541.000,00 berkurang
Rp382.839.0OO,OO menjadi sebesar Rpr 16.7O2.OOO,OO

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten tampung
Selatan sekurang-kurangnya 0,5%o (nol koma lima persen) dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 sesuai ketentuar
butir G.9.b.1) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 ter,talrg Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan
kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan
dan pengawasan, meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:
a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan
per.rndang-undangan ternrasuk ketaatan pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat; dan/atau pemeriksaan kinerl'a;

bl Reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana ke{a
Pemerintah Daerah, Rancangan al<hir rencana kela perangkat
daerah, Rancangan kebijakan umlrm anggaran dan priorotas
plafon anggaran sementara, RKA-OPD;

c) Peraeriksaah Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu laporan Keuangan;
e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Ptobitg Audit, Reuiu

Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

fl Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integntas
meliputi, pengendalian gratifrkasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan superwisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian
kery'asama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarak^at yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Asistensi
sebesar
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2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen nsiko, pendidikan plofesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jamltahun per APIP.

3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunal APBD Tahun
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran urrtuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp12.372.279.000,00
berkurang sebesar Rpl.694.192.051,00 menjadi sebesar
Rp10.678.086.949,00 atau O,47o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2. 255. 52 1 .963.600,00, antara lain tercantum pada:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar
Rp6.578.799.100,00 berkurang sebesar Rp460.612.951,00
menjadi sebesar Rp6.1 18. 186.149,00;

2) Program Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp5.793.479.9OO,OO
berkurang sebesar Rpl.233.579.100,00 menjadi sebesar
Rp4.559.900.800,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,160/o (nol koma enam belas
persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir
D. 1 6.a.21.c1.{2). (i}.ix l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten tampung Selatan harus
mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam r angka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah.

. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp2O.9OO.OOO.0OO,OO atau
loyo dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar
Rp209.000.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk
Beianja Bagr Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
sebagaimana diamarratkan dalam Pasal 97 ayat (1i Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 terrtanrg Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturart
Pemerintah Nonror 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan huruf

f
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D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintal Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa <lialokaslkan semula sebesar Rpl.817.770.OO0,0O
bertambah sebesar Rp0,0O menjadi sebesar Rp1.817.770.000,00 atau
11,7o/o dari total Perrdapatan Retribusi Daerah sebesar
Rp 15.541.600.4O0,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun
2019 dan huruf D. 16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarart 2023.

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp3 57. I 34. 6 2 4. 696, 00 atau
Rp1O4.701.645.300,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 9,98%o dari
total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp1.047.285.652.400,00 belum memenuhi Alokasi Dana Desa
kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkal dalam Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I I Tahun 2079 dan butir D. 16.d.2).a).(8) t ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Peny-rsunan APBD Tahun Anggaran 2O23. Untuk itu
Pemenntah Kabupaten Lampung Selatan agar menambah Alokasi
Dana Desa kepada Pemerintahan Desa dimaksud sebesar
Rp213.738.440,00 atau l0% dari total Dana Perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

i. Penyediaan angs?rm dalam rangka nrendukung program Jaminan
Kesehatan Nasional (J KN) dialokasikan sebesar Rp50. 2 5 1 . 53 2. 7 00, 00
atau 105,51% dari total pendapatan pajak rokok sebesar
Rp47 .626.479.O77,OO,, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada
kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan
anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sebesar 37,5oo/o dari pendapatan pajak rokok
sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terrtall.g Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dal Belanla Daerah Tahun Anggaran 2O23.
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7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) ;

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdaya.an Masyarakat dan Desa semula sebesar
Rp999.046.aOO,00 berkurang sebesar Rp450.200.000,00 menjadi
sebesar Rp548.846.4O0,O0 atau O,O24"/o dari total belanja daerah
sebesar Rp2.255.521.963.500,00 dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:
1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan

keluerga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
diang;arkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga anti traJfickiq, dan keluarga .vang
mel^ndungi anak dari kekerasan seksual;

3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;

4) mendorong upaya pengllaan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendayagunakan lahan / pekarar rgan dengan
tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan
kamparrye prograrn diversihkasi pangan dan pemanfaatan pangan
lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksarra rumahtangga;

5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/ Keiurahan antara
Iain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Artropometri, Tlennometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegratan lairr
yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian ba,vi

(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat ddam mervujudkan keluarga
yailg tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta mas],arakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;
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6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
l0 Program Pokok PKK, yang meliputi:
a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
b) gotong royong;
c) pangan;
d) sandang;
e) perumahan dan tata laksana n.rmah tangga;
f) pendidikan dan keterampilan;
g) kesehatan;
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
i) kelestarian lingkungan hidup; dan
j) perencanaan sehat.

7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten
Lampung Selatan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada OPD dengan memedomarri klasifftasi, kodehkasi dan
nornenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung
upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungarr perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan keta.hanan keluarga di bidang pangan dau sandang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kera-iinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan serta
kegiatan lainnya.

9) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
prouinsi tersebut diprioritaskan untu k dianggarkan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarar. 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah
Penl'ediaan furggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan



Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp25.776.300,00
berkurang sebesar Rp1O.251.7OO,00 menjadi sebesar
Rp15.524.600,0O atau O,OOOTo/" dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.52 1.963.600,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan
efektivitas Forum Kocrdinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelalsanaan urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali
Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan
butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tal,un 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar
Rp88.468.000,00 menjadi sebesar Rp188.468.0O0,00 atau 0,008%
dari total belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,O0 yang
dianggarkan pacla Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,
telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup
memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama
di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten l^ampung Selatan harus
menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung
Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberda5,aan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat
Edaran Menreri Dalam Negeri Nomor 90316397/SJ tanggal 25
November 2O2O tentang Penyediaan Anggaran Forum Ker-ukunan
Urr,at Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Ltsaha Mikro Menjadi U saha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pen golahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp583.539.940,00 berkurang sebesar
Rp27 . 3O7 . 4OO,00 menjadi sebesar Rp5C7. 570. 740, O0 atau O,O22"/o dan
total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal

tanah sebesar Rp2.255.521.963.600,00, dianggarkan sesuai
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ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahr:n 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Na.sional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelalsanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memenuhi alokasi
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnya 407o (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa <ian belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasiona-l Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk itu agar
mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan
produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya
407o (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/,Jasa
Pemeriatah.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran pen anganan Penyakit Mulut dan Kuku semula
sebesar Rp97.350.200,00 berkurang sebesar Rp20.445.800,00
menjadi sebesar Rp76.904.400,00 atau A,OO3o/o dai-i total belanja
daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 agar dianggarkan pada Sub
Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit He.,.van

dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentalrg Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di
Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan €rnggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rp2.645.065.000,00 berkurang
sebesar Rp2.6 1 3. 002.800,00 menjadi sebesar Rp32. 062. 2OO,00;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar
Rp 155.000.0O0,00;

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar
Rp107.426.000,OO berkurang sebesar Rp19.166.70O,00 menjadi
sebesa,r Rp88.259.300,00;
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4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberda).aan BUM Desa dan kmbaga
kela sama antar desa semula sebesar Rp75.030.700,00 berkurang
sebesar R.p23.67 2. aOO,00 menj adi sebesar Rp5 1 . 3 58. 300,00 ;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta l.omba
Desa dan kelurahan sebesar Rp186.296.7O0,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 I-ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahuu Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan lndonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Penetapan Cagar
Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Selatan sebesar
Rp64.769.700,00;

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.8f .bh l"ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukunr

Penyediaan €rnggaran yang tercan ium pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar Rp465.379.000,00 berkurang
sebesar Rp3.239.400,OO menjadi sebesar Rp462.139.600,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
deng regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran unruk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pemhinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda pada OPD Dinas Pemuda Olahraga sebesar
Rp370.466.000,00, atau O,C2o/odari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten l^ampung Selatan belum memenuhi alokasi
Alokasi €rnggarzrn dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila
sekurang-kurangrya 0,57" (nol koma lima persen) dari total belanja
daerah sesuai ketentuan butir G.74 L^ampiran P--raturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahrrn 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51

Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan datam RPJMN 2O2O-2O24, Pemerintah
Kabupaten l.ampung Selatan menganggarkan dukungan pendanaan
program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:
1) pembentukan Paskibraka;
2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
4) pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila;
5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
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6) penrbinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Furna
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp33.653.431 .400,00
bertambah sebesar Rp18O.727.127,OO menjadi sebesar
Rp33.834. 158 .5'27 ,OO;

2) Belanja Baralg dan Jasa BLUD semula sebesar
Rp78.859.049.300,00 bertambah sebesar Rp82.30O.178.587,00
menjadi sebesar Rp3.44 1. 1 29. 287,OO;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri irlomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.30 La-mpiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tertang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Beianja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rpl.566.041.150.215,OO
bertambah sebesar Rp31.406.28 I .955,00 menjadi sebesar
Rpl.597 .447.432.170,00 atan 7O,82o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp2.255.521.963.600,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang'memberi manfaa t jangka
pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sernula sebesar
Rp917.101.675 018,00 berkurang sebesar Rp17.7O2.254.864,00
menjadi sebesar Rp899.399.420. 154,00 atau 33,617o dari total belanja
daerah sebesar Rp2.255.52 1.963.600,00 belum memenuhi ketentuan
alokasi belar5a pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan
mela.lui Tunjangan Kineq'a Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen)
dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang anta.ra lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
Rp549. O86. 528. 037,00 berkurang sebesar Rpl 4. 464. 1 52.226,OO
menjadi sebesar Rp534.622.375.811,OO atau 23,7Oo/o dari total
belanja daerah sebesar Rp2.255.521.963.600,00 dapat
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dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
nraksimum 2,5oh {dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan turrjangan sesuai ketentuan butir
D.l6.a. 1)j).(1), butir D.16.a. 1)j).(2), dan butir D. 16.a. 1)j).(4)
t ampiran Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahurt 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
keqja, dan jarninan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(l)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp23.682.398. 409,00 berkurang sebesar Rp 1 74. 337 .99 4,OO

menjadi sebesar Rp23.507.56O.4 I 5,0O yang diperuntukan
bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang
Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2O2O tertang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan
Bagi Pekefa Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah

. Daerah. dan butir D.16.a. 1)j).(5) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11
sebagai berikut:

Tabel.l I
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

P.APBD TA 2023KOMPONEN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp) JUMLAH (RP)

I
r Pokok ASNa. Belan a

Penerimaan
403.865.249.200,OO 400.361.761.562,O0

b Belalja Tunialgan Keluarga ASN 41.694.590.952.0O 36.72r.867 .252,OO
Belalja Tunjangan Jabatan ASN 6.746.59 1.600,0O 6.691.482.000,00

d Belanja Tunjangan Fungsiona.l ASN 30.7?2.308.000,00 27 .762.364 .OOO,OO

e 7. 133.526.400,00

i Belar{a Tambahan Penghasilan ASN 10 1.097.975.825,0O

6.67.4.395.000,00

95.868.730.290.00
2 574.080.600.104,00

3

Jumlah Penerimaan
Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah
Penerimaan x 47d 22.963.224.0O4,16

4 Alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN pada APBD

59 | .3 tO .24 1 .977

23.6s2.409.679,O4

23.682.398.409,OO

oo

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3) 29.944.729,92 544.336.410,84

IIII

APBD TA 2023r{o

C.

Belanja Tunjangan Fungsional
Unum ASN

23.507.s60.4 15,00
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Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
sebesar Rp22.963.224.OO4, 16 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rp544.336.4 1 0,84.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
harus menyesuaikan besaran alokasi anggaral Iuran
Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosia-l
Nasiona-l sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasa-l 33a Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Peke{a Penerima Upah di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a. l)j).(si Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 'fahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

(21 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Rp121.809.912,0O yaag diperuntukan fagi pimpinan dan
anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tai:lur,
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Ftresiden Nomor 82 Tahun 2O18 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoratt luran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a. 1)i).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman PenJrusunan APBD Tahun Anggaran

2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana

tercantum dalam'label. l2 sebagai berikut:
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2O14 tentalg Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undalg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir
D.16.d.2).a).(8) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rpl.817.77O.000,00 atau 7l,7Oo/o dari total pendapatan
retribusi daerah sebesar Rp 1 5. 54 1 .6O0.400,OO;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagr Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
sebesar loyo (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir
D.16 d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tent"ar,g Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

b) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesan Rp343.474.779.72O,OO
bertambah sebesar Rp13.659.844.976,OO menladi sebesar
Rp357.134.624.696,00 atau 15,83% dari total belanja daerah yang
diuraikan arrtara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/ Kota kepada Desa semula sebesar
Rp1.190.250.000,00 bertambah sebesar Rp+25.586.396,00
menjadi sebesar Rp1.615.836.396,00 atau O,O7o/" dari total
belanja daerah sebesar Rp2. 2 55. 52 1 .963. 600,00 :

2l Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar
Rp342.284.529.72O,OO bertambah sebesar
Rp13.234.258.580,00 menjadi sebesar Rp355.518.788.300,00
atau 15,760/o dari total belanja daeran sebesar
Rp2.255. 52 1 .963.600,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bag pemberi dal/atau
penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta a1okasi

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lair sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan
Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-
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KUA darl P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kabupaten l.ampung Selatan dan/atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-I9 di berbagai aspek kehidupan, baik
aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dal penganggaran
belanja wajib dalam rangka penanganan darnpak inflasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi
alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir
D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar (Rp875.000.000,00)
bertambah sebesar Rp14.746.327.000,00 menjadi sebesar
Rp13.871.327.000,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai
berikut:



Tabel 18

Pembiayaan Daerah

APBD Tahun Anggaran 2023

Uraialt

1

Target Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023

Selisih Target
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2023 dan Target

APBD Tahur
Ar:caerarr 2023

9i, dari Selisih Target
Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O23
dan Target APBD

Tahun Anggaran 2023

lY.)

c/o dari Target APBD
Tahun Anggaran 2023

dan Realisasi Semester I
APBD Tahun Anggaran

2023

\%(Rp) (Rp) (Rp)

Target
Realisasi

Semester I

5 6 I 7=6:5
I

B g=8 -5 10 =9:5 I 1=6rB

PEMBIAY,dAN D.\ERAH (875.OO0.O00,O0) 13.871.327.000,00 14.7 46.327 .OOO,AO (16,8s)

PENERIMA{N PEMBIAYAAN 20.000.oo0.000,00 24.988.32 7.000,00 8.988.327.000,OO 0,45

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

Pener1maarl Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah

20.000.000.00 2 8.988.32 7.000,00 8.988.327.0O0,O0 0,45

PENGELUARAN
PEMBTAYAAN 20.87 5.OO0.000,00 15.1 17.000.000,o0

4.000.000.000,o0

(5.758.000.00o,oo) (0,28)

Penvertaan Modal Daerah 4.000.oo0.000,00

(s.758.O0O.OOO,OO) (0,34)
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo 16.87 5.OO0.000,00 r 1.1 17.000.000,00



Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp2O.OOO.0OO.OOO,0O

bertambah sebesar Rp8.988.327.OOO,OO menjadi sebesar
Rp28.988.327.000 00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Untuk itu Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan harus secara terus-
menerus dan konsisten melakukan langkah-lalgkah percepatan
penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 gona menghindari potensi
besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA
Tahun Anggaran 2O21 sebesar sebesan Rpl6O.468.O 18.2OO,74 atau
7,lOoh dari total belanja daerah sebesar Rp2.26O.672.535.O24,00 dan
SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.968.327.O27.75,OO atau
1,27 %" d,ari total belanja daerah sebesar Rp2.265.7 7 3.32 3. 20 1,50.

4. Pengeluaran Pembiayaaa

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp20.875.000.0O0,0O berkurang sebesar Rp5.758.000.000,00 menjadi
sebesar Rp15. 117.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
sebesar Rp4.OOO.OO0.OOO,O0 yang dapat dianggarkan dengan
didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang
terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan
investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi
yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir
E.3.o l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidah
melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal tersebut, maka Femerintah Kabupaten Lampung
Selatan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah
dirnaksud.

b. Pembayaran Pinjaman dari Lcmbaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
semula sebesar Rp 1o.875.0OO.OOO,OO berkurang sebesar
Rp5.758.OOO. 0O0,OO menjadi sebesar Rp 1 1. 1 I 7. OOO.OOO,OO
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dianggarkan sepanjang didasarkan padajumlah yang harus dibayarkan
sesuai dengan peq'anjian pinjaman dan pelaksanzrannya merupakan
prioritas utama.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.TA DAERAH IAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P.RKPD)
SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS}

1. Jumlah prograln dan kegiatal dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diur aikan dalam Tabel 19 sebagai trerikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peratural Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-

KUA dan P-PPAS

2. Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah sama dengan
P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perutrahan APBD telah berpedoman pada RKPD
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31O Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Keq'a.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten [,ampung Selatan mempertahankan
konsistensi pada setiap tahapan perencarlalln anggararl daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja, Pasal l7 ayat(2\ Undang-Ur,dang Nomor 1 7 Tahun

No

1

Keterangan P.RKPD

138
prograrn

Jumlah Alokasi
Anggaran (Rp)

KU PA
PPAS

r38
Prograro

J urnlah Alokasi
Angsaran (Rp|

R,APBD
P

Jumlah Alokasi
Angtaran (Rp)

Jurnlah
Prograrn

Jumlah
Kegiatan

2,255,503,363,600.00 2,2ss,52 r,963,500.OO

l3a
Prc{Iarn

2,255,521,963,600.00

2AO
kegiatan

2AO
kegiatan

2ao
k ratan

3
Jurnlah Sub
Kegiatan

AO3 sub
kegiatan

8O3 sub
kegiatan

8O3 sub
kegiatan
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2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasat 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Keuangan Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunarr Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PBRUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN tsELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATUR}^N BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCGARAN 2023
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabuoaten
Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah €rnggzrrzrn, yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar RpL.412.O22.E6 1. 562,00
sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD sebesar Rp2. 255. 52 I .963.60O,0O;

'2. Jumlah prog am yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah sejumlah 153 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sejumlah 138
program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten t ampung Seiatan agar
memperhatikan:

l. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setia.p tahun dapat
dianggarkan sesuai dengan ketentuanr peraturan perundang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi
Rancangar Akhir RKPD 2C23 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS

Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Indikator Kinerja Daerah (lKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2027-2026.
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V. REKOMENDASI

Pemerirtah Kabupaten l,ampung Selatan dalam menyusun Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, selain memperhatilan kebijakan dan teknis penyusunan
APBD, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasifrkasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasir'ikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900. 1 . 15.5- 13 17 Tahun 2O23 dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.l.a l-ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter,tang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 3lO Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
teral*rir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (21,

Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahur. 2079
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pcraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tah i.r n 2Oi7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalia-n dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keq'a Pemerintah
Daerah.

C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemeintah Kabupaten Lampung Selatan menyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama Pemerintah provinsi yang dibebalkan pada

APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban
kerja dan tahapan pilkada serentak sesuai Cengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2Ol9 t-entang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.

D. Pemerintah Kabupaten L,ampung Selatan dalam tahapan penlrusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten
l,ampung Selatan agar tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
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penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23 sesuai ketentuan butir F. 1.a.8).c)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Ar.ggaran 2O23.

E. Terdapat selisih lebih penganggaran Pende.patan Transfer Pemerintah Pusat
pada:
a. DBH sebesar Rp32. 187.978.000,00

Untuk itu Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan harus menyesuaikan
urnggaran berdasarkarr. Peraturan Presiden Nomor 13O Tahtn 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp32.187 .97 8.O00,O0.

b. Penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp352.926.011.000,00
Unttrk itu Pemerintah Kabupa,ten l^ampung Selatan harus menyesuaikan
anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13O'lalrlun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan da:: Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp352.926.01 1.000,00.

F. Penganggaran target Pendapatan Brgr Hasil P4iak agar berpedoman pada
ketentuan butir C.2.b.4).b).(t) t ampiran Peraturan Menteri Da-lam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur l,ampung
Nomor 9OO/2639/Vl.O2/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran
Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 d,an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

G. Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang
dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Desa dialokasikan sebesar Rp357.134.624.696,00 atau
Rp104.701.645.300,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 9,98oh dari total
Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana dokasi Khusus (DAK) sebesar
Rp1.047.285.652.400,00 belum memenuhi Alokasi Dana Desa kepada
Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkal dalam Pasal 96 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peratura.n Pemerintah Nomor l1 Tahun 2019
dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Atggaraa 2023.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menambah Alokasi
Dana Desa kepada Pemerintahan Desa dimalsud sebesar Rp213.738.440,00
atau 1070 dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK)

H. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistern
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sesuai sesuai Surat Edaran
Sekretaris Daerah Provinsi Nomor 045.0210930/V.1412022, tanggal 10

Maret 2022 tentang Pembangunan Infrastrulntur Jaringan Internet
Kabupaten/Kota pada point 3, Belanja jasa internet pada Perangkat Daerah
yang menagani urusan Komunikasi dan Informatika, dalam Program
pengelolaan aplikasi Informatika, Kegiatan Penyelengaraan Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah daerah, dan selanjutnya di distribusikan
kepada perangkat Daerah/ Pemerintah Desa melalui jaringan Internet
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Kabupaten/Kota, sementara raasih banyak perangkat daerah yang
mengan ggarkan anggaran internet.

I. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus berdasarkan
pada ketentuan peratura-n perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24
ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikal dengan susunan organisasi
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

J. Dalam hal terdapat peningliatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi
atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi,
Pemerintah Kabupaten La.mpung Selatan agar mengalihkan penggunaannya
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam RKPD. KUA dan PPAS -vang menunjang perrcapaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kabupaten la-mpung Selatan dan/ atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran helanja wajib
dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

K. Pemerintah Kabupaten l"ampung Selatan menganggarkan Tambahan
Penghasilan ASN dengan berpedoman pada:

I . menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi iiementerian
terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;

2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam
formulasi pengarggaran TPP;

3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP
dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN,
menguasai atau memanfaatkan aset rnilik/dikuasai Pemerintah Daerah
secara tidak sah, dan/ atau belum menyelesaikan kerugian rregara/ daerah
berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APlP; dan

4. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan
fungsional dan /atau ASN di Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

5. dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawar kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi
mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri
apabila tidak terdapat perubahan besaran norninal alokasi Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023
dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Tahun Anggaran 2022.

N. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna

mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-

besarnya {uabrc for monegl, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan l.raru s
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melakukan rangkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dengan
melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagairnala telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021.

O. Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan menganggarkan percepatan
peningkatan penggun€ran produk dalam negeri dan produk usaha mikro,
usaha kecil dan menengah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2022 tanggal 30 Maret 2O22 tentang Percepatan Pening[atan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
Dalam Rangka Menyukseskan Gerakal Nasiona,l Bangga Buata.n Indonesia
pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

P. Pemerintah Kabupaten Lampung Seiatalr dalam pengadaan barang/jasa
mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan
kontribusi dalam peningkatan pengguna€m produk dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan
ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program
pembangunan dan preseruasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan
jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal
nasiona,l berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya
peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan
substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q. Dalam rangka percepatan peLaksanaan program penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai Battery electric uehicLe) sebagai kendaraan
dinas operasional dan/ atau kendaraan perorangan dinas instansi
pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan untuk
melakukan langkah-langkah peticepatan pelaksanaan program dirnaksud
antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati dan alokasi anggararl
dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle)

sebagai kendaraan dinas operasiorral dan/atau kendaraan perorangan

dinas instansi pemerio tahan daerah;

2. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan
berbagai jenis kendaraan berrnotor listrik berbasis baterai (battery electic
uehicle).

3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat
daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai

kendaraan dinas operasional dan/ atau kendaraan perorangan dinas
instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan

4. memberikan insentif fiskal dan nonliskal berupa kemudahan dan prioritas
bagi pengguna kendaraal bermotor listril< berbasis baterai (battery electic
u e hicle ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangart ;
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dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2O22 tentang
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electic
Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/ atau Kendaraan
Perorangan Dinas Instansi Perrierintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

R. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyediakan alokasi zrnggaran,
antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dal Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Bagian Tim Pembina Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalsi Pemerintah,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Run:ah
Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397 ISJ
tanggal 25 November 2O2O dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau
belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
sebagai pelaksanaan urusarl pemerintatran umum yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan
oleh Bupati dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana
amanat butir G.73.d.9) t"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

3. Pemerintah Kabupaten I-a.mpung Selatan mengalokasikan anggaran
dalam rangka penurunurn preualerusi stunting (pendek dan sangat pendek)
pada anak baduta, penumn€rn preuaiensikektr.rng.rn (und"er uteight) pada
anak balita dan menurunnya preualensi ua.sting (kurus) pada anak balita
sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a [,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ter:tar;.g Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Norrror 050/4890/SJ tanggal 24 Agostus 2022.

4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tirn Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraarl Keluarga (TP-PKK) Kabupaten.

5. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh w"ilayah
Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada instruksi
Presiden Republik Indorresia Nomor 4 Tahun 2022 tenr"ang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten l,ampung
Selatan agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di

wilayah kabupaten;
b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil

mu syawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara

musyawarah desa/kelurahan;
c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Keda Pemerintah

De,.erah Kabupaten serta mengalokasikan €rnggaran pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan
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penghapusan kemiskinan ekstrem, tennasuk pemutakhiran data
penerima dengan nama dErn alamat;

d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan begi penerima manfaat;
dan

e. menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

6. Pemerintah Kabupaten l,ampung Selatan dapat menyediakan alokasi
anggaran antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta
Pendidikan agalna dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama
sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budal,a
keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan
relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Pemerintah Kabupaten l-ampung Selatan dapat menyediakan alokasi
anggaran kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan
kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan alhlak
di daerah dalam bentuk belanja hibah, sesuai arnanat Peraturan Presiden
Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

8. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan agar menyediakan alokasi angg.rran terkait
dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara
lain rnendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan
Keuangan Sya;iah (KDEKS), memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi
Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegratan lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran. kegiatan t-ahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria
paling sedikit:

l) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dan n (dua belas) bulan; atau

2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, peugangg€rran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit
memuat:

1) Nama Kegiatan;

2\ jangka waldu pelaksanaan kegiatan;

3) jr:mlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidal<

melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali

kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau
kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan, seba ga imana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alokasi belanja pegawai sebesar Rp899.399.42O.154,00 atau 33,6196 diiuar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan
guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari
TKD). Hal ini Belum Merrrenuhi ketentuan butir D. 16.a. 1) l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 lentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar maksimal 307ir.

Penyediaan ,\nggaran di Sckretariat DPRD

Penyediaan anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebesar
Rp75.0O0.OO0,00 agar ditata Kembali sesuai dengan Keputusan DPRD
Nomor : |9/DPRD-LS /2022 Tanggjal 18 November 2022 tentang Penetapan
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, DPRD tidak
melakukan penylrsun€rn rancangan peraturan daerah (usul inisiatif).

V. Terdapat selisih lebih penganggaran pada'
1. Belalja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar

Rp96O.464.227,75 atau O,24o/o dari gaji pokok sebesa:
Rp400.361 .76 I .562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp8.934.872,251'

2. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar
Rp1.201.085.284,69 atau O,3Oy" dari Cqji pokok sebesar
Rp400.361.761.562,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rp1.708.324.115,31.

Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban yang
belum direalisasikim pada Tahurr Ahggaran sebelumnya .

W. Pemerintah Kabupaten [,ampung Selatan agar menggangarkan kekurangan
Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos
Transit Daerah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

C/255/8.O2/HK/2O23 Tanegal ll April 2023 tentang Penetapan Subsidi
Pemerintah Ikbupaterr/Kota Terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi t^ampung Tahut 2023.

X. Penyediaan anggaran peq'alanan dinas pada:
1. Sekretariat Daerah semula sebesar Rp2.827.774.OOO,OO bertambah

sebesar Rp 1.636.844.000,00 menjadi sebesar Rp4.464.6 1 8.000,00 atau
O,2Oo/o dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp2.255.521.963.60o;

2. Sekretariat DPRD semula sebesar Rp27.O75.48O.OOO,OO bertambah
sebesa.r Rp8.7 22.8 I 8.000, 0O menjadi sebesar Rp3 5. 798. 298. 0O0, 00 atau
1,59o/o dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar
Rp2.255.521.963.6OO;

Agar dirasionalkan dengan rnemperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhal nyata pada masing-masing kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk
mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan pioritas sebagaimana tercantum
dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Frioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kabupaten l.ampung Sela.tan dan/atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-L9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonorni dan penganggaran belanja
wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

X. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22

1. Konsideran Menimbang huruf a disempurnakan menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah di,lbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor- 6
Tahun 2023 Can Pasal 777 Petaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

2. Konsiderans Mengingat :

a. Angka ,1 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856).

b. Angka 16 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2C23
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).

c. Angka 23 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 terr1ang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2023 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 215)'
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d. Angka 30 diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahurr 2022 tentafig
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A22 Nonor 6771.

e. Angka 42, angJr.a 46 dan angka 48 dihapus.

f. Angka 47 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri l,lomor
050-3708 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutal<hiran Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900. 1. 1 5.5-13 17 Tahun 20O3.

Derrgan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar
disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. BatangTubuh:

a. Pasal 6 ayat (4) huruf a frasa Jumlah belanja transfer setelah
perubatran diubah menjadi frasa Jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan.

b. Pasal 8 ayat (2) hutuf b frasa Pokok hutang diubah menjadi cicilan
pokok utang yang jatuh tempo.

4. Lampiran:

a. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/ (berkurang)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (7d sesuai lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrtn 202O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. L,ampiran III

1) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan
ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor
77 Tahurr 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan/penambahan kegiatan. dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada

kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
peru bahan / penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan.

sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2O2l lentangTata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang,

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



11. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapa.tan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.
1. Konsiderans mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada

Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah
Kabupaten l.ampung Selatan tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

2. l,ampiran :

a. la.mpiran II :

Kolom penjelasan, agar mencantumkan :

a) dasar hukum pendapatan.
b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

b. Judul l,ampiran IX diubah menjadi :

Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

AA. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten La.mpung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapataa dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati l,ampung
Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan
Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

GTIBERITUR LAMPI,'NG,

ARINAL DJI'NNDI
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